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KATA PENGANTAR 

 

 Keberadaan 17.000 pulau yang terdiri dari pulau kecil maupun besar di Indonesia 

menjadi konsekuensi logis bagi negara untuk menciptakan kesejahteraan secara adil dan 

merata sebagaimana amanah konstitusi. Tentu dalam mengelola dan memanfaatkan pulau 

kecil membutuhkan perhatian ekstra dari negara karena wilayah Indonesia yang cukup 

luas, serta dinamika atau kultur yang ada dalam masyarakat suatu pulau berbeda satu 

dengan yang lainnya. Beberapa tantangan dalam mengelola pulau-pulau kecil 

menghadapi berbagai ancaman baik dari aspek ekologi yaitu terjadinya penurunan 

kualitas lingkungan, seperti pencemaran, perusakan ekosistem dan penangkapan ikan 

yang berlebihan (overfishing) maupun dari aspek hak asassi manusia, baik by ommission 

(melalui tindakan pembiaran) maupun by commission (dengan sengaja melakukan 

tindakan itu sendiri).  

 Saat ini di Indonesia telah memiliki banyak hukum dan peraturan yang mengatur 

tentang pengelolaan terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Namun pada kenyataannya hukum dan peraturan-peraturan tersebut tidak banyak 

diimplementasikan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, egoisme 

sektoral dan lemahnya koordinasi antara sektor. Berangkat dari hal tersebut, maka jelas 

bahwa potensi pelanggaran hak asasi manusia mudah terjadi. Konsekuensi bagi Indonesia 

yang telah meratifikasi dua kovenan internasional, ICCPR (International Covenant on 

Civil and Political Rights) dan ICESCR (International Covenant on Economic, Social 

and Cultural Rights) mewajibkan negara untuk melaksanakan aturan internasional 

tersebut ke dalam perumusan kebijakan, semisal dalam ICCPR yang memuat ketentuan 

mengenai pembatasan penggunaan kewenangan serta represivitas aparatur negara  dan 

dalam ICESCR yang mewajibkan negara untuk menjalankan realisasi progresif atas hak 

asasi manusia. 

 Berkaitan dengan hal tersebut di atas, melalui laporan ini, KontraS akan 

menjelaskan fenomena dan situasi pulau-pulau kecil di Indonesia berdasar pada tiga pulau 

yang menjadi acuan dalam melihat kondisi pemenuhan hak asasi manusia di pulau kecil, 

Pulau Sunut (Lombok Timur), Pulau Bangka (Sulawesi Utara) dan Pulau Romang 

(Maluku Barat Daya). Ketiga pulau tersebut dipilih karena ditemukan adanya pelanggaran 



 

 

baik dari segi administratif maupun nonadministratif dalam pengelolaan serta 

pemanfaatannya yang jelas berdampak pada pemenuhan hak asasi manusia.  

 Adapun laporan ini terdiri dari 4 (empat) bab, antara lain, bab 1 memberikan 

pengantar mengenai permasalahan dalam pemanfaatan pulau kecil, serta latar belakang 

mengenai pentingnya memerhatikan kehidupan di pulau kecil, bab 2 berisi mengenai 

tinjauan pustaka tentang instrumen hukum nasional dan elemen hak asasi manusia. bab 3 

berisi tentang temuan KontraS terhadap tiga pulau kecil yang ditinjau dari perspektif hak 

asasi manusia. Kemudian, dalam bab 4, berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang 

dapat dilakukan oleh negara dalam mengelola dan memanfaatkan pulau-pulau kecil. 

Melalui laporan ini, KontraS juga menjelaskan perspektif sistem sosial ekologi yang 

digunakan untuk mengungkap aspek budaya dan kelembagaan masyarakat pesisir dan 

pulau-pulau kecil menunjukkan bahwa masih banyak potensi budaya dan kelembagaan 

lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil secara partisipatif. Pengetahuan masyarakat tentang ekosistem penting dengan 

kekayaan sumber daya ikan disekitarnya merupakan basis yang kuat dalam membangun 

kepekaan mereka tentang nilai-nilai penting lingkungan dan sumber daya yang ada di 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.  

 KontraS berharap laporan ini dapat menjadi catatan bagi negara untuk dapat 

memerhatikan pulau kecil lebih maksimal dengan mengacu pada perspektif hak asasi 

manusia. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

I.1. Pengantar 

Hingga habis masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode pertama (2014-

2019), negara belum memiliki perhatian khusus mengenai pulau-pulau kecil terhadap 

pemenuhan hak asasi manusia. Pulau-pulau kecil ini hampir nyaris tak terjamah dari segi 

pembangunan karena negara fokus pada wilayah daratan pulau besar yang padat 

penduduk. Kondisi tersebut dapat terlihat dari pelayanan masyarakat yang jauh dari 

standar di sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aspek yang berhubungan 

dengan kebutuhan masyarakat. Sejauh ini, perhatian negara terhadap pulau-pulau kecil 

dipayungi oleh UU Nomor 1 Tahun 2014 revisi dari UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kebijakan tersebut pun dirasa 

kurang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan di pulau kecil. Dalam pengelolaan pulau 

kecil, seringkali terjadi banyak perdebatan baik dari segi ekonomi, geopolitik, hingga 

sosial budayanya. Perbedaan cara pandang ini menimbulkan intervensi yang justru 

merugikan masyarakat pulau.  

Frasa “pemanfaatan” dalam regulasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil menjadi celah bagi mereka yang ingin mencari keuntungan dari keindahan pulau 

kecil. Istilah pemanfaatan membolehkan pemanfaatan asing dengan syarat yang ketat.1 

Tetapi, karena turunan dari UU tersebut belum lengkap, pemanfaatan tersebut tidak 

memberi dampak positif terhadap masyarakat sekitar. Poros Maritim yang dicanangkan 

Pemerintahan Jokowi dalam Nawa Cita seharusnya menjadikan pesisir dan pulau-pulau 

kecil sebagai halaman depan Indonesia. Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil 

seharusnya tidak diletakkan sebagai komoditas ekonomi untuk dieksploitasi. Hal tersebut 

 
1UU tersebut tidak mengenal istilah “penyewaan”. Yang ada adalah istilah pemanfaaatan. Pasal 26 (a) yang 

sebenarnya sudah mengatur pemanfaatan pulau kecil oleh pihak asing dengan ketentuan mendapat izin dari 

menteri dan rekomendasi dari pemda dengan tetap menjaga kepentingan nasional. Dengan demikian, 

undang-undang ini membolehkan pemanfaatan oleh asing dengan syarat yang ketat. Hanya saja, turunan 

dari UU ini memang belum lengkap. Hal ini karena semua peraturan masih menunggu disahkannya 

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan. RPP ini sangat mendesak 

karena mengatur seluruh aktivitas di wilayah pesisir namun, PP ini juga belum bias berfungsi di lapangan 

bila rencana zonasi di wilayah pesisir belum dibuat oleh Pemprov. Satria, Arif. 2017. Investasi Asing di 

Pulau Kecil. http://alumniipb.org/artikelreader/274#sthash.m0MuXUMR.dpuf diakses pada tanggal 5 Mei 

2017 pukul 10.32 

http://alumniipb.org/artikelreader/274#sthash.m0MuXUMR.dpuf
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seperti yang terjadi di Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan.2 Data yang ada (per 2015) 

menyebutkan telah terdapat lebih dari 1.898 izin tambang yang dikeluarkan oleh 

pemerintah3. Permasalahan lain yang muncul juga terjadinya privatisasi yang seharusnya 

dikuasai oleh negara dan menyisakan persoalan tata ruang.  

Berdasarkan pengaturan yang ada dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau- Pulau Kecil, sebagai lex specialis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

diprioritaskan untuk kegiatan: konservasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan 

pengembangan; budidaya laut; pariwisata; usaha perikanan dan kelautan dan industri 

perikanan secara lestari; pertanian organik; dan/atau peternakan. Di sisi lain, berdasarkan 

surat edaran Kemendagri nomor 523/632/Bangda, perkembangan penetapan RZWP3K 

baru tercapai 8 provinsi, dengan 5 Provinsi sudah menjadi Perda, 2 Provinsi proses 

penetapan Perda, 1 Provinsi dalam penerbitan proses Nomor register. sedangkan, sisanya 

belum ada perkembangan. Pasal 7 ayat (3) Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengamanatkan bahwa: 

Pemerintah Daerah wajib menyusun semua dokumen perencanaan pengelolaan wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangan masing-masing. Salah satunya 

adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang 

memuat alokasi ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk jangka waktu 20 

tahun dan dilegalkan dengan Peraturan Daerah. 

Di sisi lain, potensi kekayaan alam pulau-pulau kecil di Indonesia sangatlah 

tinggi4. Potensi tersebut didukung oleh adanya ekosistem yang meliputi, terumbu karang, 

padang laut, padang lamun, rumput laut, dan hutan bakau. Sumber daya hayati di laut 

seperti ikan dan organisme lainnya. Selain itu, di daratan pulau kecil juga terdapat 

 
2 Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 827/Kpts/Um/9/1981 tertanggal 24 September 1981 perihal 

Kawasan Selat Laut, Teluk Kelumpang dan Selat Sebuku ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Cagar 

Alam dengan luas 66.650 hektare, sementara Walhi Kalsel menemukan ada tiga perusahaan yang lain yang 

beraktivitas menambang dengan luas garapan mencapai 8.000 hektare, serta satu perusahaan mengolah 

kelapa sawit yang berpotensi mencemari lingkungan dan akibatnya masyarakat kehilangan mata 

pencaharian. Sumber: https://fajar.co.id/2017/10/14/terus-terusan-dieksploitasi-pulau-kecil-ini-hampir-

tenggelam/ diakses pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 12.15 

3 Kertas Posisi Hari Anti Tambang 2015. Sumber: 

http://kontras.org/home/index.php?module=data&id=129 diakses pada tanggal 30 Mei 2017 pukul 09.45 

4 perkiraan potensi kekayaannya mencapai US$ 60.578.651.400/tahun. Jumlah tersebut bersumber dari 

sector perikanan, wisata bahari, minyak bumi, dan transportasi laut. Semestinya seluruh warga kepulauan 

saat ini sudah memiliki tingkat kesejahteraan dan kemapanan yang cukup. Sumber 

https://nusantara.news/pemerintah-harus-serius-benahi-pulau-kecil-terluar-dan-masyarakatnya/ diakses 

pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 10.57 

https://fajar.co.id/2017/10/14/terus-terusan-dieksploitasi-pulau-kecil-ini-hampir-tenggelam/
https://fajar.co.id/2017/10/14/terus-terusan-dieksploitasi-pulau-kecil-ini-hampir-tenggelam/
http://kontras.org/home/index.php?module=data&id=129
https://nusantara.news/pemerintah-harus-serius-benahi-pulau-kecil-terluar-dan-masyarakatnya/


 

 

 

 

 

3 

biodiversitas yang menopang kebutuhan pulau. Keanekaragaman hayati tersebut 

memberikan jasa-jasa lingkungan yang tinggi nilai ekonomisnya dan sekaligus dapat 

menunjang satu daerah menjadi kawasan pariwisata.5 

Di samping memiliki potensi yang besar, pulau-pulau kecil memiliki kendala dan 

permasalahan yang cukup kompleks, KKP6 menyebutkan bahwa masalah pulau kecil di 

antaranya, i) belum jelasnya definisi operasional pulau-pulau kecil, ii) kurangnya data 

dan informasi tentang pulau-pulau kecil; iii) kurangnya keberpihakan pemerintah 

terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil; iv) pertahanan dan keamanan; v) disparitas 

perkembangan social ekonomi; vi) terbatasnya sarana dan prasarana dasar; vii) konflik 

kepentingan; viii) degradasi lingkungan hidup. Pada tahun 1999, sidang khusus majelis 

umum PBB membahas pelaksanaan Program Aksi Barbados mengenai pembangunan 

berkelanjutan di negara berkembang kepulauan kecil (SIDS). Sidang tersebut 

menghasilkan State of Progress and Initiatives for the Future Implementation of the 

Programme of Action for Sustainable Development of Small Island Developing States 

untuk jangka waktu 5 tahun (1999-2004).7 

SIDS sebagai sebuah pelaksanaan wacana dapat dilacak keberadaannya pada 

medio 1992. Keberadaan SIDS dipahami sebagai sebuah entitas yang berbeda yang 

melekat di negara-negara berkembang dengan kondisi khas yang muncul, seperti isu 

sosial, ekonomi, dan kerentanan lingkungan. Konsiderasi-konsiderasi tersebut bahkan 

telah disampaikan di dalam Konferensi PBB untuk Agenda Pembangunan dan 

Lingkungan (UNCED) yang juga dikenal sebagai KTT Bumi yang diselenggarakan di 

Rio de Janeiro. Saat itu, PBB telah mengakui keberadaan 38 anggota PBB ayang 

tergabung di dalam Alliance of Small Island States (AOSIS). Organisasi ini merupakan 

badan non permanen yang banyak melakukan advokasi keberadaan SIDS di dalam tubuh 

PBB. AOSIS juga melibatkan negara-negara anggota non anggota PBB, atau negara-

negara yang bukan bagian dari sebuah teritorial independen namun juga merupakan 

bagian dari komisi PBB. SIDS cenderung mengalami banyak hambatan untuk 

 
5 Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dirjen Pengelolaan Ruang Laut). 2001. Pedoman Umum 

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. Jakarta. 

6 Sumber http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/menu_info/1 diakses pada 

tanggal 5 Mei 2017 pukul 11.12 

7 Adapun masalah prioritas yang menjadi perhatian khusus, yaitu: a) perubahan iklim dan naiknya 

permukaan air laut, b) bencana alam dan kerusakan lingkungan, c) sumberdaya air bersih, d) ekosistem 

pesisir dan terumbu karang, e) sumberdaya energi terbarukan, dan f) pariwisata untuk melindungi 

lingkungan dan budaya.  

http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/menu_info/1


 

 

 

 

 

4 

mempertahankan agenda pembangunan keberlanjutannya, seperti kesulitan untuk 

mendapatkan akses ekonomi dalam skala besar, tantangan untuk mengelola praktik 

ekonomi yang mandiri (terlepas dari ketergantungan dengan praktik pasar dan sistem 

ekonomi internal dan eksternal). Hal lainnya seperti meningkatnya ongkos energi, 

infrastruktur, transportasi, komunikasi dan layanannya; jarak dari sumber dalam alam, 

kerentanan dengan potensi ancaman gangguan alam, meningkatnya jumlah populasi, 

termasuk kesempatan untuk mengembangkan upaya-upaya warga untuk meraih 

kesejahteraan.8 Tantangan yang dihadapi oleh negara-negara yang tergabung dalam SIDS 

mirip dengan apa yang terjadi pada pulau kecil di Indonesia, sumber daya yang terbatas, 

ketergantungan pada pasar eksternal, biaya tinggi untuk energi, infrastruktur yang minim, 

sarana transportasi, komunikasi, hingga persoalan pelayanan kesehatan dan pendidikan.  

Menurut laporan Pelapor Khusus PBB mengenai realisasi hak ekonomi, sosial, 

dan budaya, Danilo Turk, pada 1992, terdapat 1.5 milyar manusia di dunia yang 

kehilangan kesempatan mendapat perawatan kesehatan dan pengadaan air bersih9. Dua 

milyar orang tidak mendapatkan sanitasi yang layak, dan lebih dari 1 milyar orang dewasa 

tidak dapat membaca atau menulis; 180 juta anak-anak mengalami kekurangan gizi yang 

serius.10 Di antaranya terjadi dan masih terjadi di Indonesia. Pada tahun 2004, sekitar 1.5 

juta balita menderita busung lapar, dan 3.6 juta balita menderita kurang gizi. Jumlah ini 

meningkat di tahun 2005 menjadi 1.67 juta anak balita (naik 8%) busung lapar dan 5.7 

juta (naik 27.3%) kurang gizi. 

 Saat ini, Indonesia mempunyai 17.504 pulau. Sedangkan, menurut Kementerian 

Dalam Negeri pada tahun 2004, sekitar 7.870 pulau telah memiliki nama, 9.634 belum 

memiliki nama dan dokumen legal pendukungnya. Sementara, 13.466 pulau telah 

didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.11 Sekitar 80 persen pulau berkategori pulau 

kecil dengan luas kurang dari 2.000-kilometer persegi.12 Indonesia bisa jadi diuntungkan 

dengan banyaknya pulau kecil, tetapi akan menjadi ancaman ketika pulau-pulau tersebut 

 
8 Lebih lanjut lihat: http://unohrlls.org/about-sids/. Diakses pada 27 Oktober 2017.  

9 Prasodjo, Antonio. 2003. Sistem Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Komnas HAM: Jakarta. 

10 Hunt, Paul. 2003. Jurnal HAM Vol 1. No. 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal: 34 

11https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/11th-uncsgn-

docs/E_Conf.105_115_CRP.115_Agenda%209a%20Identification%20of%20Islands%20and%20Standar

dization%20of%20Their%20Names_BIG_Indonesia.pdf diakses pada tanggal 9 November 2017 pukul 

10.53 

12 sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/03/16/Izin-Tambang-Ancam-Pulau-pulau-Kecil diakses 

pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 10.55  

http://unohrlls.org/about-sids/
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/11th-uncsgn-docs/E_Conf.105_115_CRP.115_Agenda%209a%20Identification%20of%20Islands%20and%20Standardization%20of%20Their%20Names_BIG_Indonesia.pdf
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/11th-uncsgn-docs/E_Conf.105_115_CRP.115_Agenda%209a%20Identification%20of%20Islands%20and%20Standardization%20of%20Their%20Names_BIG_Indonesia.pdf
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/11th-uncsgn-docs/E_Conf.105_115_CRP.115_Agenda%209a%20Identification%20of%20Islands%20and%20Standardization%20of%20Their%20Names_BIG_Indonesia.pdf
http://print.kompas.com/baca/2015/03/16/Izin-Tambang-Ancam-Pulau-pulau-Kecil
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tidak dikelola dengan baik. Dalam laporan KKP pada tahun 2011 telah menyebutkan 

bahwa sekitar 28 pulau kecil di Indonesia tenggelam.13 Bahkan, mengacu pada hasil 

kajian Maplecroft’s Climate Change Vulnerability index, sekitar 1500 pulau kecil di 

Indonesia akan tenggelam pada 2050.14 Penyebab utama dari prediksi tenggelamnya 

pulau-pulau tersebut karena adanya pembangunan di sektor industri ekstraktif dan abrasi 

pantai akibat naiknya permukaan air laut. Ditambah lagi, tidak adanya perhatian dalam 

pembangunan di wilayah pulau-pulau kecil yang mengakibatkan munculnya kegiatan 

eksploitasi ilegal maupun legal yang dapat mengancam ekologi di pulau kecil. 

Kondisi di atas tidak berbeda jauh dari yang terjadi di Indonesia. KontraS 

melakukan penelitian terhadap tiga pulau kecil di Indonesia, Pulau Sunut (Lombok 

Timur), Pulau Bangka (Sulawesi Utara), dan Pulau Romang (Maluku Barat Daya). Ketiga 

pulau tersebut memiliki latar belakang masalah yang berbeda-beda tetapi berdampak 

sama, yaitu investasi yang hadir di sana tidak menyejahterakan masyarakat, sebaliknya 

kehadiran investor malah membuat lingkungan di sana rusak. Di Pulau Sunut, hadirnya 

investor berkedok kepariwisataan menyebabkan seluruh warga pulau dipindah ke daratan 

dengan janji-janji yang tidak kunjung ditepati. Keberadaan tambang di Pulau Bangka 

jelas mendapat penolakan keras dari warga. Selain mengambil setengah luas lahan dari 

Pulau Bangka, operasi tambang tersebut juga merusak lingkungan sekitar. Kondisi pantai 

menjadi kotor, penggundulan hutan hijau, sampai menyebabkan air untuk kebutuhan 

warga menjadi tak layak dikonsumsi. Keberadaan tambang juga berpotensi 

merusak/menghilangkan Pulau Bangka secara permanen. Di sisi lain, terdapat usaha-

usaha perikanan tradisional, pariwisata dan pertanian yang seketika sangat dirugikan dan 

terancam keberlangsungannya jika pertambangan dilakukan. Sementara dari timur 

Indonesia, masyarakat Pulau Romang harus vis-à-vis dengan perusahaan tambang yang 

mengeruk kekayaan alam berupa emas, di pulau tersebut. Sedangkan, masyarakat sekitar 

tidak mendapatkan dampak positif dari kegiatan tersebut. Di sisi lain, kehadiran 

 
13 Penyebab utama dari tenggelamnya pulau-pulau tersebut karena adanya penambangan pasir dan abrasi 

pantai akibat naiknya permukaan air laut serta tidak adanya perhatian dalam pembangunan di wilayah 

pulau-pulau kecil yang mengakibatkan munculnya kegiatan eksplotasi ilegal maupun legal yang dapat 

mengancam ekologi di pulau kecil. sumber: http://www.mongabay.co.id/2015/03/16/merananya-nasib-

pulau-kecil-saat-eksploitasi-merajalela/ diakses pada 31 Mei 2017 pukul 10.27  

14 Dalam laporan tersebut juga diprediksikan bahwa pada 2030, Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan 

tenggelam karena jaraknya yang dekat dengan laut. Sedangkan, Kota Jakarta sendiri akan berada 40% di 

bawah permukaan laut dan akan berubah menjadi danau yang luas. sumber: 

https://www.dawn.com/news/1089367 diakses pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 10.38 

http://www.mongabay.co.id/2015/03/16/merananya-nasib-pulau-kecil-saat-eksploitasi-merajalela/
http://www.mongabay.co.id/2015/03/16/merananya-nasib-pulau-kecil-saat-eksploitasi-merajalela/
https://www.dawn.com/news/1089367
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perusahaan tambang berpotensi mengganggu stabilitas Pulau Romang15. Dampak laten 

dari investasi tersebut ialah tertutupnya masalah sistemik yang terjadi di pulau-pulau 

kecil, seperti aspek kesehatan, pendidikan, hingga sosial-budaya. Singkat cerita, 

pemenuhan HAM di pulau-pulau kecil tidak mendapat perhatian penuh dari 

pemerintahan.  

Kehadiran negara melalui UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

membuat pola pengelolaan kebijakan bergeser dari arah sentralistik ke desentralistik. 

Konsekuensinya, pemerintah kabupaten/kota dan proinsi memiliki kewenangan 

(authority) yang lebih besar dalam sistem pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. 

Secara prinsip, pemerintah daerah harus berupaya untuk membangun masyarakat, dalam 

hal ini pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan cara yang partisipatif sesuai dengan 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal yang mengedepankan pelestarian 

lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. 

Secara spasial, kondisi geografis Indonesia merupakan wilayah kepulauan. Hal 

ini merupakan salah satu kendala utama untuk menyebarkan pembangunan secara merata 

baik antar daerah, perkotaan, kawasan, termasuk antara pulau besar dan pulau kecil 

(Wibowo, 2002:1). Namun, hal tersebut bukan berarti menjadi legitimasi bagi negara 

untuk mengabaikan pulau-pulau kecil. Dengan cara yang lebih sederhana, kewajiban 

negara dalam HAM dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu kewajiban 

menghormati (respect), melindungi (protect) dan memenuhi (fulfill)16. Jika kewajiban 

“menghormati” pada dasarnya membatasi peran negara, maka sebaliknya kewajiban 

“memenuhi” mengharuskan negara untuk bersikap proaktif yang bertujuan untuk 

memperkuat akses masyarakat atas sumber daya. Kewajiban ini merupakan kewajiban 

yang paling menuntut intervensi negara (positive measures) sehingga terjamin hak setiap 

orang atas kesempatan memperoleh haknya yang tidak dapat dipenuhi melalui usaha 

sendiri. Apalagi, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan ide kebijakan pro 

kemaritiman17. Kebijakan pro kemaritiman sudah seharusnya semata-mata untuk 

kesejahteraan nelayan dan penduduk di pesisir dan pulau-pulau kecil.  

 
15 Hasil penelitian Tim AMDAL Unpatti yang diminta oleh Gubernur Maluku untuk mengecek dampak 

kegiatan pertambangan di Pulau Romang. Dalam hasil penelitian tersebut, Tim AMDAL Unpatti 

menyebutkan salah satunya bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan. 

16 Lihat Universal Declaration of Human Rights (1948) 

17 Kebijakan kemaritiman yang dimaksud Presiden Joko Widodo ialah memanfaatkan potensi Indonesia 

sebagai negara kepulauan yang kaya dengan sumber daya alam dan dapat digunakan untuk kesejahteraan 
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Tanggung jawab pemenuhan HAM oleh negara terhadap pulau-pulau kecil dapat 

ditinjau dari beberapa sudut pandang seperti kedaulatan, ketahanan negara, dan lainnya. 

Jurnal ini hanya terbatas pada satu sudut pandang, yaitu pendekatan hak asasi manusia 

yang dioperasionalisasikan dalam tafsir instrumen-instrumen HAM internasional. Sudut 

pandang HAM ini selain dianggap sebagai salah satu alat uji evaluatif yang paling valid 

– dan paling sering digunakan- juga bersifat praktis mengingat Indonesia sudah 

meratifkasi berbagai instrumen-instrumen HAM pokok internasional tersebut. Kovenan 

Hak-Hak Sipil dan Politik misalnya, telah diratifikasi lewat Undang- Undang No. 12 

tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Juga, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan 

Budaya yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang 

Pengesahan ICESCR. Untuk menjadi catatan bahwa memperhatikan pembangunan di 

pulau kecil tidak hanya bergantung pada satu Kovenan ICESCR saja, melainkan juga 

berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik.  Dengan diratifikasinya 

kedua kovenan tersebut, Indonesia wajib mengoperasionalkan ketentuan-ketentuan yang 

ada dalam instrumen internasional tersebut menjadi produk nasional dan 

mengimplementasikannya yang semata-mata untuk hajat hidup masyarakat. 

Penelitian ini dilakukan di beberapa pulau kecil di Indonesia, Pulau Sunut, Lombok 

Timur (7-15 Juni 2016), Pulau Bangka, Sulawesi Utara (24-31 Oktober 2016), dan Pulau 

Romang, Maluku Barat Daya (20-28 November 2016).  Berangkat dari agenda turun 

lapangan dan temuan-temuan KontraS, penelitian ini bermaksud untuk kondisi hak asasi 

manusia di pulau-pulau kecil. Untuk menjelaskan hal tersebut, maka jenis metode 

penelitian yang akan digunakan pada adalah metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Untuk itu pemikiran di dalam metode ini perlu dikembangkan 

dengan memberikan penafsiran yang akurat terhadap fakta-fakta yang ditemukan. 

Dengan kata lain, metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan data dan menyusun 

data, tetapi meliputi juga analisis dan interpretasi tentang arti data. Oleh karena itu, 

penelitian ini dapat diwujudkan juga sebagai usaha memetakan masalah dan lebih jauh 

lagi berguna untuk memecahkan masalah. 

 
masyarakat. Ide ini mirip dengan MP3EI yang muncul di rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Kebijakan MP3EI tersebut dinilai banyak melakukan pelanggaran HAM, selain merugikan masyarakat juga 

tak merusak lingkungan. sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5444da964de33/kebijakan-

maritim-jadi-prioritas-jokowi diakses pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 14.42 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5444da964de33/kebijakan-maritim-jadi-prioritas-jokowi
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5444da964de33/kebijakan-maritim-jadi-prioritas-jokowi
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena KontraS ingin 

mendeskripsikan kondisi hak asasi manusia di pulau-pulau kecil secara detil dan 

mendalam. Selain itu, KontraS dalam penelitian ini juga berkomunikasi langsung dengan 

informan atau korban pelanggaran HAM di sektor pulau kecil untuk mendapatkan 

informasi dan hasil yang dapat dianalisis juga melalui pengamatan kejadian. Dalam hal 

ini, parameter pendalaman situasi yang KontraS lakukan juga amat menggunakan 

instrumen-instrumen hukum HAM internasional dan aturan HAM nasional yang relevan 

sesuai dengan obyek penelitian. Melalui pendekatan tersebut, KontraS dapat 

memperoleh gambaran nyata, pengalaman, penghayatan, dan pemahaman tentang 

kondisi hak asasi manusia di pulau-pulau kecil. Berdasarkan hal tersebut di atas, melalui 

laporan ini ingin, pertama, melihat situasi pemenuhan hak asasi manusia di pulau-pulau 

kecil, kedua, melihat sejauh mana perspektif hak asasi manusia digunakan untuk 

mengelola dan memanfaatkan pulau kecil.  

 Adapun dalam melakukan laporan ini, KontraS bekerja sama dengan jaringan-

jaringan KontraS yang selama ini berkorespondensi maupun menjadi rekan KontraS 

dalam melakukan advokasi.  Mitra-mitra pendukung yang mendampingi maupun 

memberikan data dari penelitian pulau kecil ini, antara lain: 

1. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan di Lombok Timur, Gili Sunut 

2. Wahana Lingkungan Sulawesi Utara di Pulau Bangka, Sulawesi Utara 

3. SaveRomang di Pulau Romang, Maluku Barat Daya 

Keterlibatan CSO maupun masyarakat dalam mendukung penelitian tentang kondisi hak 

asasi manusia di pulau kecil sangatlah penting. Dengan masing-masing sumber daya 

manusia yang dimiliki, lembaga atau masyarakat tersebut banyak membantu KontraS 

dalam menyuplai data maupun dokumen yang berkaitan dengan penulisan laporan ini. Di 

sisi lain, peran CSO maupun masyarakat juga senantiasa mendukung gerakan hak asasi 

manusia.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1. Pulau Kecil 

II.1.1. Pengertian Pulau Kecil 

 Pulau-pulau kecil didefinisikan berdasarkan dua kriteria utama yaitu luasan pulau 

dan jumlah penduduk yang menghuninya. Definisi pulau-pulau kecil yang dianut secara 

nasional sesuai dengan Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41/2000 Jo Kep. 

Menteri Kelautan dan Perikanan No. 67/2002 adalah pulau yang berukuran kurang atau 

sama dengan 10.000 km2, dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 

jiwa. Di samping kriteria utama tersebut, beberapa karakteristik pulau-pulau kecil adalah 

secara ekologis terpisah dari pulau induknya (mainland island), memiliki batas fisik yang 

jelas dan terpencil dari habitat pulau induk, sehingga bersifat insular; mempunyai 

sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi; tidak 

mampu mempengaruhi hidroklimat; memiliki daerah tangkapan air (catchment area) 

relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut 

serta dari segi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pulau-pulau kecil bersifat khas 

dibandingkan dengan pulau induknya. 

Berdasarkan tipenya, pulau-pulau kecil dibedakan menjadi pulau benua, pulau 

vulkanik dan pulau karang. Masing-masing tipe pulau tersebut memiliki kondisi 

lingkungan biofisik yang khas, sehingga perlu menjadi pertimbangan dalam kajian dan 

penentuan pengelolaannya agar berkelanjutan. Hal ini akan berpengaruh pula terhadap 

pola permukiman yang berkembang di pulau-pulau kecil berdasarkan aktivitas yang 

sesuai dengan kondisi lingkungan biofisik tersebut. Misalnya tipologi pulau kecil lebih 

dominan ke arah pengembangan budidaya perikanan, maka kemungkinan besar pola 

permukiman yang berkembang adalah masyarakat nelayan. 
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II.1.2. Batasan Pulau Kecil 

 Sejauh ini, hanya ada satu kebijakan yang memayungi pengelolaan terkait 

pemanfaatan pulau kecil, ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selebihnya, turunan dari UU 

tersebut terdapat dalam bentuk regulasi beberapa kementerian, seperti KLHK dan KKP. 

Dalam UU 1 tahun 2014, pulau kecil disebutkan didefinisikan sebagai pulau dengan luas 

lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan 

ekosistemnya. 

 Sementara, Tjahjati (1997) mendefinisikan bahwa pulau-pulau kecil adalah pulau 

dengan jumlah penduduk sedikit dan pada umumnya tidak mudah terjangkau sehingga 

walaupun lokasinya relatif dekat namun tidak tersedia atau terbatasnya akses dari/ke 

kawasan tersebut ke kawasan yang lebih berkembang. Selain itu, pulau kecil juga 

memiliki keterbatasan dalam prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, 

irigasi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya yang menyebabkan kawasan tersebut semakin 

sulit berkembang.  

 Berdasarkan tingkat pengembangannya, pulau-pulau kecil di Indonesia dapat 

dibedakan sebagai berikut (Wibowo, 2002, hal: 11): 

a. Pulau-pulau kecil yang termasuk dalam kawasan potensial tumbuh, seperti P. Batam, 

P. Bintan, dan kawasan lain di provinsi Riau 

b. Pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan yang memiliki potensi untuk pertahanan dan 

keamanan seperti Pulau Sangihe, Pulau Aru. 

c. Pulau kecil yang memiliki potensi sumber daya yang dapat dikembangkan, seperti 

kepulauan seribu atau kepulauan lainnya yang memiliki potensi pariwisata. 

d. Pulau-pulau kecil yang masih tertinggal dan membutuhkan pengembangan. 

 Atas dasar pembagian tersebut, maka mengelola pulau kecil penting untuk dilihat 

daya dukung lingkungan, aspek sosial kemasyarakatan, untuk menjadi pertimbangan 

dalam memanfaatkan pulau-pulau kecil.  
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II.1.3. Karakteristik Pulau Kecil 

 Menurut Dahuri (1998) bahwa dalam suatu wilayah pesisir khususnya di wilayah 

pulau kecil terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) pesisir dan sumber 

daya pesisir. Ekosistem tersebut dapat bersifat alamiah ataupun buatan. Ekosistem alami 

yang terdapat di pesisir pulau kecil antara lain, terumbu karang, hutan mangroves, padang 

lamun, pantai berpasir, pantai berbatu, estuaria, dan delta. Sedangkan ekosistem buatan 

antara lain, kawasan pariwisata, budidaya, dan pemukiman (Yusuf dan Ampou, 2003). 

Sumber daya alam di kawasan pulau kecil terdiri dari sumberdaya alam yang dapat pulih 

dan sumberdaya alam yang tak dapat pulih. sumberdaya alam yang dapat pulih antara 

lain, ikan plankton, benthos, moluska, mamalia laut, rumput laut, lamun. Sedangkan yang 

tak dapat pulih antara lain, minyak dan gas, bijih besi, pasir, timah, bauksit, dan mineral 

serta bahan tambang lainnya.  

Berdasarkan informasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan18, beberapa 

karakteristik pulau-pulau kecil adalah secara ekologis terpisah dari pulau induknya 

(mainland island), memiliki batas fisik yang  jelas  dan  terpencil  dari  habitat  pulau  

induk,  sehingga  bersifat  insular;  mempunyai sejumlah  besar jenis endemik dan 

keanekaragaman  yang tipikal dan bernilai tinggi; tidak mampu mempengaruhi 

hidroklimat; memiliki daerah tangkapan air (catchment area) relatif kecil sehingga 

sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut serta dari segi sosial, 

ekonomi dan budaya masyarakat pulau-pulau  kecil bersifat khas dibandingkan dengan 

pulau induknya. Pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang besar karena 

didukung oleh letaknya yang strategis dari aspek ekonomi, pertahanan dan keamanan 

serta adanya ekosistem khas tropis dengan produktivitas hayati tinggi yaitu terumbu 

karang (coral reef), padang lamun (seagrass), dan hutan bakau (mangrove). Ketiga 

ekosistem tersebut saling berinteraksi baik secara fisik, maupun dalam bentuk bahan 

organik terlarut, bahan organik partikel, migrasi fauna, dan aktivitas manusia. Selain 

potensi terbarukan pulau-pulau kecil juga memiliki potensi yang tak terbarukan seperti 

pertambangan dan energi kelautan serta jasa-jasa lingkungan yang tinggi nilai 

 
18 http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/menu_info/1 diakses pada tanggal 

15 November 2017 pukul 17.17 

http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/menu_info/1
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ekonomisnya yaitu sebagai kawasan berlangsungnya kegiatan kepariwisataan, media 

komunikasi, kawasan rekreasi, konservasi dan jenis pemanfaatan lainnya.19 

  

II.2. Pulau Kecil dalam Bingkai Hukum 

 Wilayah di pulau kecil adalah wilayah yang memiliki nilai ekonomi tinggi 

dikarenakan potensi sumber daya alamnya yang kaya, namun juga terancam 

keberlanjutannya. Dengan potensi yang sangat unik dan bernilai ekonomi tinggi maka 

wilayahnya dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula. Maka dari itu hendaknya wilayah 

pesisir ditangani secara khusus agar wilayah di pulau kecil dapat dikelola secara 

berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam di pulau-pulau kecil di wilayah Indonesia 

telah menimbulkan ancaman kelestarian ekosistem yang sangat kritis. Guna menjamin 

keberlanjutan dari sumber daya tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara 

terencana dan terpadu. Terdapat 3 isu utama yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah 

pesisir ini, antara lain: (1) Isu degradasi biofisik lingkungan pesisir (karang, stok ikan, 

erosi pantai, pencemaran, sedimentasi dan siltasi), (2) Isu konflik pemanfaatan dan 

kewenangan di wilayah pesisir sehingga mengurangi efektivitas pengelolaan pesisir 

secara lestari dan (3) Ketidakpastian hukum sering terjadi karena adanya ambiguitas 

pemilikan dan penguasaan sumberdaya pesisir.  

Membahas permasalahan pulau-pulau kecil di Indonesia seharusnya pemanfaatan 

wilayah pesisir di pulau-pulau kecil dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan 

ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dan melarang dilakukannya penambangan 

minyak, gas, atau mineral apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya 

menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau 

merugikan Masyarakat sekitarnya20. Operasi perusahaan pertambangan yang terjadi di 

Pulau Romang, Pulau Sunut dan Pulau Bangka telah terbukti banyak melanggar HAM, 

seperti hak atas air bersih dan aman, jaminan kelompok minoritas dan masyarakat adat, 

akses keadilan, kebebasan bergerak, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta 

pertanggungjawaban negara dan korporasi. Kerusakan lingkungan sudah jelas terjadi di 

pulau-pulau kecil yang areanya dijajah oleh investor asing yang menyebabkan hilangnya 

 
19 Loc.cit. 

20 Pasal 35 huruf j dan k UU no.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
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mata pencaharian masyarakat adat yang dulunya bekerja sebagai nelayan atau petani 

rumput laut atau di sektor pariwisata. Selain itu juga masyarakat sering mendapat 

ancaman dan intimidasi dari aparat atau pihak investor yang memaksa mereka menjual 

tanahnya dan menjanjikan banyak mimpi yang hingga sekarang tidak ada realisasinya. 

Di dalam Pasal 60 UU no.27 tahun 2007 dijelaskan bahwa masyarakat mempunyai 

hak untuk memperoleh akses perairan, memperoleh kompensasi karena hilangnya akses 

terhadap sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, memperoleh manfaat atas 

pelaksanaan pengelolaan, masyarakat dapat pula melaporkan, mengadu bahkan 

mengajukan keberatan serta gugatan jika merasa dirugikan. Ditegaskan pula di UU no.27 

tahun 2007 masyarakat berkewajiban untuk menyampaikan laporan terjadinya bahaya, 

pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

serta memantau pelaksanaannya. Privatisasi sumber daya laut untuk kepentingan 

komersial telah menggusur keberadaan masyarakat pesisir dan menghilangkan akses 

mereka terhadap sumber-sumber penghidupannya. Inilah pelanggaran hak asasi manusia 

yang ditengarai dilegalisasi oleh pemerintah di banyak negara dengan label kawasan 

konservasi laut (marine protected areas), investasi pulau-pulau kecil, dan pembangunan 

hunian tepi laut (water front city). 

Analisis permasalahan juga harus dilihat kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan 

oleh kementerian teknis lain ataupun kebijakan general yang ada pada beberapa undang-

undang yang ada di Republik ini mengingat regulasi yang tumpang tindih. Dalam undang-

undang nomor 27 tahun 2007 j.o Undang-undang nomor 1 tahun 2014, negara 

memberikan arahan pengelolaan pesisir yang lebih memahami karateristik pulau-pulau 

kecil, yang lebih sensitif terhadap kerentanan pulau-pulau kecil dan lebih jelas dalam 

memberlakukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam pengelolaan 

pulau-pulau kecil. Pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum yang masih lemah 

telah memicu timbulnya permasalahan yang tidak hanya berakibat kepada lingkungan 

namun juga kepada masyarakat pesisir. Kurangnya pengawasan dan penegakkan terhadap 

pelaksanaan hukum baik di tingkat bawah (masyarakat) maupun tingkat atas (pemerintah) 

membuat kecenderungan kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia 

semakin parah. 

Saat ini di Indonesia telah memiliki banyak hukum dan peraturan yang mengatur 

tentang pengelolaan terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 
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Namun pada kenyataannya hukum dan peraturan-peraturan tersebut tidak banyak 

diimplementasikan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, egoisme 

sektoral dan lemahnya koordinasi antara sektor. Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil sering muncul konflik antara pihak yang berkepentingan, seperti yang 

terjadi di Pulau Sunut (Lombok Timur), Pulau Bangka (Sulawesi Utara) dan Pulau 

Romang (Maluku Barat Daya). Kegiatan pertambangan di ketiga pulau tersebut banyak 

menimbulkan konflik antar masyarakat, selain itu tambang di Pulau kecil pun tidak 

diprioritaskan sebagaimana diatur dalam Pasal (23) dan Undang - Undang no 1 tahun 

2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan keberadaan 

pertambangan di ketiga pulau tersebut pun menunjukkan tidak tercapainya tujuan 

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil seperti yang dituliskan dalam pasal (4) UU 

27 tahun 2007. 

Pada masa UU no.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

pulau Kecil disahkan, terdapat pasal-pasal yang merugikan masyarakat adat, sehingga 

dilakukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi RI, sehingga memunculkan UU 

no.1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU no.27 tahun 2007, salah satunya terkait hak 

pengelolaan wilayah pesisir, khususnya terkait hak pengelolaan wilayah pesisir, 

khususnya terkait wilayah adat yang wilayahnya harus dilakukan sertifikasi, sehingga 

akan terdapat perubahan hak komunal menjadi hak individual. Tentunya ini tidak 

memberikan keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat yang berada di 

wilayah pesisir. Investasi yang dilakukan kebanyakan oleh investor asing tidak dilarang 

sepanjang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang no.1 

tahun 2014 dan penanaman modal asing tersebut juga harus mengutamakan kepentingan 

nasional (Pasal 26A ayat 2 UU no.27 tahun 2007 j.o. UU no.1 tahun 2014). Pemberian 

izin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan terlebih dahulu harus mendapatkan 

rekomendasi dari Bupati/Wali Kota (Pasal 26 ayat 3). 

Pelanggaran HAM yang terjadi di tiga pulau yang akan kami bahas ini memiliki 

kesamaan, yakni: (1) Hak untuk memperoleh air bersih dan transportasi, (2) Hak untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik, (3) Hak untuk 

mendapatkan jaminan sosial, (4) Hak jaminan kepemilikan tempat tinggal, jaminan atas 

keberlangsungan menempati tempat tinggal, terbebas dari penggusuran paksa dan 

gangguan orang asing tanpa mekanisme hukum.  
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Di Pulau Romang, masyarakat kerap mendapat tindakan intimidatif dari aparat, 

baik dari brimob maupun babinsa yang bekerja untuk perusahaan. Persoalan ini 

berlangsung semenjak PT GBU masuk ke Pulau Romang pada tahun 2006. Ada 

serangkaian kejahatan yang dilakukan, seperti ancaman, tindak kekerasan, pelanggaran 

aturan kepolisian, bahkan dugaan pembunuhan. Hal ini menyebabkan masyarakat di 

Pulau Romang merasa takut sehingga tidak bisa berkegiatan bebas seperti biasanya. 

Ketakutan-ketakutan ini juga dimunculkan karena masyarakat dipaksa untuk menjual 

tanahnya untuk operasi pengeboran. Jika tidak diberikan, biasanya ada ancaman atau 

paksaan lebih lanjut dari aparat urut segera menyerahkan tanahnya.  

Di Pulau Bangka, Tambang bijih besi yang dilakukan oleh PT MMP mengantongi 

konsesi seluas 2.000 hektar, mengapling nyaris setengah Pulau Bangka yang hanya seluas 

4.778 hektar. Tidak hanya itu, kehadiran tambang di Pulau Bangka telah menyebabkan 

kerusakan lingkungan dan ekosistem yang begitu parah baik di darat dan laut. Hancurnya 

terumbu karang, penggundulan bukit-bukit, perairan yang semakin keruh, hilangnya ikan-

ikan tangkapan nelayan. Padahal sebagian besar warga pulau Bangka menggantungkan 

hidupnya dari perikanan, pariwisata dan perkebunan.21 

Kebijakan pemerintah yang memberi izin kepada para pengusaha tetapi kurang 

memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat terutama yang hidup di wilayah 

pesisir maka sudah tentu berdampak bagi masyarakat hukum adat terutama yang tinggal 

di wilayah pesisir. Pengabaian terhadap hak-hak dan eksistensi masyarakat hukum adat 

akan menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga mengakibatkan berbagai gejolak dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara memiliki kewajiban utama 

untuk memberlakukan dan menegakkan hukum dan kewajiban yang mewajibkan 

perusahaan untuk menghormati HAM. jika negara mengimplementasikan dan 

menegakkan kewajiban HAM-nya, termasuk kewajiban untuk melindungi dari perlakuan 

salah HAM oleh perusahaan, maka menghormati HAM pada dasarnya adalah perihal 

kepatuhan hukum. 

Dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi di pulau-pulau kecil, 

memperlihatkan telah hilangnya tanggung jawab perusahaan dan kehadiran negara dalam 

memenuhi kebutuhan warga. Lepasnya tanggung jawab negara sebagai penghubung 

 
21 http://www.jatam.org/2018/01/15/upaya-pengaktifan-kembali-tambang-di-pulau-bangka-bukti-

pemerintah-tidak-taat-hukum/ (diakses pada tanggal 13 April 2018, 09:30) 

http://www.jatam.org/2018/01/15/upaya-pengaktifan-kembali-tambang-di-pulau-bangka-bukti-pemerintah-tidak-taat-hukum/
http://www.jatam.org/2018/01/15/upaya-pengaktifan-kembali-tambang-di-pulau-bangka-bukti-pemerintah-tidak-taat-hukum/
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antara perusahaan dan warga dalam pemenuhan hak-haknya menandakan kalau tidak 

adanya koordinasi yang jelas terkait relokasi dan pemberdayaan terhadap warganya 

sendiri. Hal ini bertentangan dengan DUHAM bahwa setiap lembaga masyarakat untuk 

berkontribusi pada pemenuhan hak asasi manusia bagi semua umat manusia. Dengan 

pengesahan prinsip-prinsip panduan oleh dewan HAM, tanggung jawab ini telah 

ditegaskan oleh negara anggota PBB, termasuk Indonesia.  

 

II.3. Negara dan Hak Asasi Manusia 

II.3.1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia 

 Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia 

manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat 

atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya 

sebagai manusia.22 Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna 

kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap 

mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. 

Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya 

seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya 

perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap 

memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai 

makhluk insani. 

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas 

bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). Teori kodrati mengenai hak itu 

bermula dari teori hukum kodrati (natural law theory), yang terakhir ini dapat dirunut 

kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke 

zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas.23 Hugo de 

Groot mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-

usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. 

 
22 Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, Ithaca and 

London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, What are Human Rights? Taplinger, New York, 1973, 

hlm. 70. 

23 Dalam teori hukum kodratinya, Thomas Aquinas berpijak pada pandangan thomistik yang mempotulasi 

hukum kodrati sebagai bagian dari hukum Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui melalui penggunaan 

nalar manusia. 
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Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum 

terpelajar pasca-Renaisans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak 

kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya 

revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada 

abad ke-17 dan ke-18. Dalam bukunya yang telah menjadi klasik, “The Second Treatise 

of Civil Government and a Letter Concerning Toleration” Locke mengajukan sebuah 

postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas 

hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat 

dicabut atau dipreteli oleh negara.24 

Melalui suatu ‘kontrak sosial’ (social contract), perlindungan atas hak yang tidak 

dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut Locke, apabila penguasa 

negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka 

rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan 

suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Melalui teori hak-hak 

kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat. 

Gagasan hak asasi manusia yang berbasis pada pandangan hukum kodrati itu mendapat 

tantangan serius pada abad 19. Edmund Burke, orang Irlandia yang resah dengan 

Revolusi Perancis, adalah salah satu di antara penentang teori hak-hak kodrati. Burke 

menuduh para penyusun “Declaration of the Rights of Man and of the Citizen” 

mempropagandakan “rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia”. 

Deklarasi yang dihasilkan dari Revolusi Perancis itu baginya merupakan “ide-ide 

yang tidak benar dan harapan-harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan 

menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.”25 Tetapi, pandangan lain muncul 

dari Jeremy Bentham, seorang filsuf utilitarian dari Inggris. Kritik Bentham yang 

mendasar terhadap teori tersebut adalah bahwa teori hak-hak kodrati itu tidak bisa 

dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Bagaimana mungkin mengetahui dari mana 

asal hak-hak kodrati itu, apa sajakah hak itu dan apa isinya? 

Lebih lanjut, dalam sebuah risalahnya yang lain, Bentham mengulang kembali 

cercaan sinisnya pada teori hak-hak kodrati. Serangan dan penolakan kalangan utilitarian 

 
24 John Locke, The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration, disunting 

oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford, 1964. 

25Edmund Burke, Reflection on the Revolution in France, ed. Conor Cruise O’Brien, London, 1968. 
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itu kemudian diperkuat oleh mazhab positivisme,26 yang dikembangkan belakangan 

dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi 

dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sahih 

adalah perintah dari yang berdaulat.27  

Namun demikian, kecaman dan penolakan dari kalangan utilitarian dan positivis 

tersebut tidak membuat teori hak-hak kodrati dilupakan orang. Jauh dari anggapan 

Bentham, hak-hak kodrati tidak kehilangan pamornya, ia malah tampil kembali pada 

masa akhir Perang Dunia II. Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati 

inilah yang mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung 

internasional.28 Pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa Holocaust Nazi, 

membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang hak-hak kodrati. 

“Setelah kebiadaban luar biasa terjadi menjelang maupun selama Perang Dunia II, 

gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati menghasilkan dirancangnya instrumen 

internasional yang utama mengenai hak asasi manusia,” tulis Davidson. Hal ini 

dimungkinkan dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945, 

segera setelah berakhirnya perang yang mengorbankan banyak jiwa umat manusia itu. 

Dengan mendirikan PBB, masyarakat internasional tidak ingin mengulang terjadinya 

kembali Holocaust di masa depan, dan karena itu “menegaskan kembali kepercayaan 

terhadap hak asasi manusia, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap 

kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara besar dan kecil”.29 

Dari sinilah dimulai internasionalisasi gagasan hak asasi manusia. Sejak saat itulah 

masyarakat internasional bersepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai “suatu tolok 

ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa” (“a commond standard 

of achievement for all peoples and all nations”). Hal ini ditandai dengan diterimanya oleh 

masyarakat internasional suatu rezim hukum hak asasi manusia internasional yang 

disiapkan oleh PBB atau apa yang kemudian lebih dikenal dengan “International Bill of 

Human Rights”. 

 
26Mazhab positivisme adalah anak kandung dari “Abad Pencerahan” yang kental dengan metodemetode 

empiris. Adalah David Hume yang pertama mengembangkannya. Lihat bukunya, A Treatise of Human 

Nature, Fontana Collins, London, 1970 

27John Austin, The Province of Jurisprudence Determined, W. Rumble (ed.), Cambridge University Press, 

Cambridge,1995, first published, 1832. 

28 David Weissbrodt, “Hak-hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Perspektif Sejarah,” dalam Peter Davies, Hak 

Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 1-30. 

29 Dikutip dari Preamble Piagam PBB. 
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Dari paparan di atas cukup jelas bahwa teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam 

menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum 

nasional suatu negara, yaitu norma hak asasi manusia internasional. Namun demikian, 

kemunculannya sebagai norma internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya 

tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati. Substansi 

hak-hak yang terkandung di dalamnya juga telah jauh melampaui substansi hak-hak yang 

terkandung dalam hak kodrati (sebagaimana yang diajukan John Locke). Kandungan hak 

dalam gagasan hak asasi manusia sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan 

politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan belakangan 

ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak “baru”, yang disebut “hak-hak 

solidaritas”.  

Hak-hak yang ditabulasikan dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia pada 

akhirnya berkembang menjadi dua kovenan internasional yang mengikat secara hukum, 

yaitu Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial, 

dan Budaya.30 

 

II.3.2. Hak Sipil dan Politik 

  Generasi pertama HAM adalah hak sipil dan politik yang berimplikasi pada 

tuntutan masyarakat terhadap perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. Generasi 

kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Generasi ini muncul sebagai buah dari 

ketidakadilan sosial dimana perjuangan masyarakat berpusat pada tuntutan atas pekerjaan 

dan pemenuhan kebutuhan dasar. Generasi ketiga dikenal sebagai hak solidaritas, yang 

muncul menjelang akhir abad 20. Hak ini diperjuangkan tidak hanya semata-mata untuk 

kepentingan individu tetapi juga kepentingan kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara historis penegakan hak sipil dan politik merupakan upaya awal perjuangan 

penegakan HAM.31 

Hak sipil dan politik merupakan konsep asli dari International Covenant on Civil 

and Political Rights (ICCPR). Konsep ini berdampingan dengan Hak Ekonomi, Sosial, 

dan Budaya (International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights) 

 
30 Vasak, Karel. 1977. “a 30-year Struggle: The Sustained Effort to Give Force of Law to The Universal 

Declaration of Human Rights. Unesco Courier. Hal 29-32 dalam Asplund, D. Knut, Suparman Marzuki, 

Eko Riyadi (Ed.). hal 89-90 

31 Hasan, Mahardi. 2005. Hak Sipil dan Politik. Demokrasi Vol. IV No 1. Jakarta 
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(ICESCR). Kovenan ini merupakan hasil dari kompromi politik antara Blok Barat dengan 

Blok Timur, yang ditetapkan oleh PBB pada 16 Desember 1966, dan baru mulai berlaku 

23 Maret 1976. Gagasan yang mendorong kovenan ini adalah demokrasi, kebebasan, dan 

persamaan.  

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) telah diratifikasi oleh 

Indonesia pada tahun 2005. Oleh karena itu produk hukum internasional tentang Hak 

Asasi Manusia tersebut telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hukum nasional 

Indonesia. Sehingga dengan demikian, negara yakni pemerintah harus menjalankan 

kewajiban-kewajibannya menurut Kovenan Internasional Hak – Hak Sipil dan Politik. Di 

sisi lain, setiap orang yang hidup dan tinggal di wilayah dan yurisdiksi Indonesia berhak 

untuk memperoleh penghormatan, kesempatan dan perlindungan yang sebesar-besarnya 

untuk dapat menikmati hak-hak asasinya, sebagaimana tertuang dalam Kovenan 

Internasional Hak – Hak Sipil dan Politik. 

 

Daftar hak sipil dan politik di UU 12 tahun 2005 

No Pasal Uraian 

1. 6 • Hak atas kehidupan 

2. 7 • Bebas dari siksaan dan perlakuan tidak 

manusiawi 

3. 8 • Bebas dari perbudakan dan kerja paksa  

4. 9 • Hak atas kebebasan dan keamanan 

pribadi  

5. 10 • Hak orang tahanan atas perlakuan 

manusiawi  

6. 11 • Bebas dari penahanan atas utang  

7. 12 • Bebas berpindah dan memilih tempat 

tinggal  

8. 13 • Kebebasan bagi warga negara asing  

9. 14 • Hak atas pengadilan yang jujur  

10. 15 • Perlindungan dari kesewenang-

wenangan hukum kriminal  
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11. 16 • Hak atas pengakuan yang sama 

dihadapan hukum  

12. 17 • Hak atas kebebasan pribadi (privasi)  

13. 18 • Bebas untuk berpikir, bereyakinan, dan 

beragama  

14. 19 • Bebas untuk berpendapat dan 

berekspresi  

15. 20 • Larangan propaganda perang dan 

diskriminasi  

16. 21 • Hak untuk berkumpul  

17. 22 • Hak untuk berserikat  

18. 23 • Hak untuk menikah dan berkeluarga  

19. 24 • Hak anak 

20. 25 • Hak berpolitik  

21. 26 • Kesamaan di muka hukum  

22. 27 • Hak bagi kaum minoritas 

 

II.3.3. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

Perjanjian internasional adalah instrumen perlindungan sekaligus sumber hukum 

hak asasi manusia yang utama. Sistem perlindungan hak asasi manusia melalui 

perjanjian-perjanjian internasional yang tumbuh pesat sejak PD II bukan sebuah 

kebetulan. Akan tetapi merupakan reaksi wajar atas kekejaman yang terjadi pada saat itu 

sehingga ada kehendak kuat untuk mencegah terulangnya kembali pelanggaran hak asasi 

yang sama. Sistem ini didasarkan pada pengakuan bahwa setiap umat manusia, terlepas 

dari negara ia berasal, memiliki hak-hak dasar semata-mata karena dia adalah manusia.  

Memang baik secara teoritis maupun praktis, kontribusi perjanjian-perjanjian 

internasional perlindungan hak asasi manusia sangat besar.32
 
Di dalamnya terumus 

 
32 Beyani, Chaloka “The Legal Premises for the International Protection of Human Rights” di Guy S. 

Goodwin-Gill and S. Talmon (ed.) The Reality of International Law Essays in Honour of Ian Brownlie. hal. 

21-35 
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norma-norma hak asasi manusia yang menjadi standar universal.33
 
Melalui ratifikasi 

perjanjian internasional terbuka proses integrasi norma-norma hak asasi manusia dalam 

sistem hukum nasional. Di samping itu terdapat berbagai bentuk mekanisme lain. Di PBB 

(tingkat global) mekanisme itu didasarkan atas perjanjian internasional (treaty based) dan 

berdasarkan pada Piagam PBB (charter based).34
 
Di tingkat regional untuk hak ekonomi, 

kita mengenal Social Charter35
 
negara-negara persatuan Eropa dan African Charter on 

Human Rights and Peoples’. Di tingkat nasional hak-hak ini dijamin dalam Konstitusi, 

seperti hak bekerja, hak atas tempat tinggal dan social security dijamin dalam UUD 1945.  

Sumber yang paling eksplisit dan utama dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya 

sebagai hak asasi adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of 

Human Rights/selanjutnya DUHAM)36
 

dan dielaborasi lebih lanjut dalam Kovenan 

Internasional Hak-hak Ekososbud (Kovenan Hak Ekosob)37
 
yang telah ditandatangani 

oleh lebih dari 142 negara, 38 salah satunya Indonesia.
 
Bersama Kovenan mengenai Hak-

hak Sipil Politik (Kovenan Hak Sipol), Kovenan ini menjadi rujukan utama berbagai 

instrumen hak asasi manusia lainnya, seperti Konvensi Hak Anak, Konvensi mengenai 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.39
 

Bahkan kedua 

kovenan dan DUHAM merupakan Konstitusi HAM Internasional.  

 Kovenan mengenai Hak Ekosob terdiri dari tiga puluh satu (31) pasal yang diatur 

dalam 6 bagian, yang bagian pertamanya sama dengan saudaranya Kovenan Hak Sipol. 

Jantung dari Kovenan ini berada pada Bagian III (pasal 6-15) yang menguraikan hak-hak 

yang dilindungi, yaitu:  

 
33 Terdapat 6 Konvensi HAM utama yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, Kovenan Internasional 

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan 

Konvensi Hak Anak.  

34 Hannum H. (ed), ‘Guide to International Human Rights Practice’ hal. 44-59 dan 61-84. Catatan ringkas 

untuk ini lihat “Mekanisme Monitoring HAM” pada Training Hukum HAM untuk Dosen Pengajar HAM di 

Fakultas Hukm Negeri dan Swasta Indonesia Tahap II, Yogyakarta, 27 Januari 2006, Kerjasama PUSHAM 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR). 

35 European Social Charter, 529 UNTS 89, berlaku sejak 26 Feb. 1965. 

36 UN General Assembly Res. 217 A (III) of December 1948 

37 UN General Assembly Res. 2200 A (XXI), 16 December 1966. 

38 Millenium Summit Treaty Framework  

39 Catatan Ratifikasi Instrumen Internasional Hak Manusia Pokok: (a) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil 

dan Politik (UU No. 12 Tahun 2005); (b) Kovenan Internasional Hak-hak Sosial, Ekonomi dan Budaya 

(UU No. 11 Tahun 2005) ; (c) Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan (UU No. 5 Tahun 1998); (d) 

Konvensi Internasional Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial (UU No. 29 Tahun 1999); (e) 

Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (UU No. 7 

Tahun 1984); (f) Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak (Keppres No. 36 Tahun 1990); dan (g) 

Konvensi Internasional Hak-hak Politik Perempuan (UU No. 68 Tahun 1958).  
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a. Hak atas kerja (pasal 6)  

b. Hak atas kondisi kerja yang layak (pasal 7)  

c. Hak untuk bergabung dan membentuk serikat buruh (pasal 8)  

d. Hak atas jaminan sosial (pasal 9)  

e. Hak atas perlindungan bagi keluarga (pasal 10) 

f. Hak atas standar hidup yang layak, termasuk hak atas pangan, pakaian dan tempat 

tinggal (pasal 11)  

g. Hak atas kesehatan (pasal 12)  

h. Hak atas pendidiakan (pasal 13)  

i. Hak atas kebudayaan (pasal 15)  

Seperti diungkapkan dalam uraian sebelumnya, kovenan ini merupakan elaborasi 

dari DUHAM. Sebagai standar internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah 

Indonesia maka tentu ada kewajiban untuk memenuhi (comply) dengan standar-standar 

internasional. Sejauh ini sebelum konvensi itu diratifikasi, konstitusi Negara kita UUD 

1945 dan amandemen yang dilakukan telah mengandung hak-hak asasi yang dilindungi 

oleh ICESCR, sebagai mana tabel di bawah ini: 

 

Hak DUHAM Kovenan Hak 

Ekosob 

UUD 1945 & 

Amandemen 

Kerja 

 

23 (1) 6 27 (2) 

Kondisi kerja 

yang layak dan 

adil 

 

23(1) 7 Amandemen 28 

A, 28 C (1) 

Membentuk dan 

bergabung dalam 

serikat buruh 

 

23 (4) 8 28, Amandemen 

28E (3) 

Jaminan Sosial 22 9 33, Amandemen 

28 H (1) (3) 

Amandemen 33 

(1), 34 (2) 

 

Perlindungan 

Keluarga 

 

25 (1) (2) 10  

Standar Hidup 

yang Layak 

25 (1) 11 33 (3), 

Amandemen 28 
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H(1), 28 C (1), 28 

I (1) 

 

Kesehatan dan 

Perawatan Medis 

 

25 (1) 12 28 H (1) dan 34 

(3) 

Pendidikan 

 

26 13 Amandemen 31 

 

karakteristik hak ekonomi, sosial budaya yang merujuk pada pasal 2 (1) Kovenan Hak 

Ekosob:  

“setiap negara pihak… berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik sendiri 

maupun melalui bantuan kerjasama internasional, …., untuk secara progresif 

mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini, … 

termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif”.40
 
 

 

Di dalamnya terkandung dua ciri. Pertama, penekanan pada kewajiban negara 

daripada rumusan “setiap orang memiliki hak untuk...” atau “setiap orang tidak boleh 

melakukan ...”. Kewajiban mana tertumpu pada sumber daya yang tersedia. Kedua, 

pemenuhan secara progresif (secara bertahap). Pasal ini memang tidak dirumuskan secara 

ketat, sehingga seringkali diartikan secara negatif – seakan hak ekososbud bukan hak 

asasi manusia. Suatu anggapan yang keliru, karena perumusan itu tidak menghilangkan 

karakter hak asasi dari hak ekonomi, sosial budaya.41
 
Lebih dari itu sudah ada berbagai 

upaya dan dokumen yang menjelaskan kandungan hak tersebut. Komite misalnya telah 

menguraikan lingkup kewajiban negara dalam general comment 3, masyarakat warga 

juga mencoba mendefinisikan dalam Limburg Principles (prinsip-prinsip limburg)42
 
dan 

Maastricht Guideline (acuan-acuan Maastricht).43 Disamping itu Pelapor Khusus Danilo 

Turk telah membuat laporan mengenai “The Realisation of Economic, Social and 

Cultural Rights”: pada 1992.44
 
Di dalamnya antara lain mengatakan bahwa ketersediaan 

sumber daya tidak bisa menjadi alasan untuk menjamin pemenuhan hak.  

 
40 Lihat pasal 2 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, UNGA Res. 2200 A 

(XXI), 16 Des. 1966 

41 Pradjasto, Antonio “Membela Hak-hak Asasi Ekonomi dan Sosial”, Jurnal HAM, Vol.1/1, Oktober 2003, 

hl. 1-16 

42 Dirumuskan oleh ahli-ahli terkemukan dalam hukum internasional, di Maastrich 2- 6 Juni 1986, yang 

menilai sifat dan cakupan kewajiban Negara pihak sebagaimana KIHESB.  

43 Panduan ini mengelaborasi Prinsip Limburg dengan menekankan aspek pelanggaran hak ekososbud dan 

pemulihannya. 

44 UN Doc E/CN.4/Sub./1992 
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II.3.4. Kewajiban Negara  

 Semua hak asasi menciptakan kewajiban korelatif. Demikian pula dengan hak 

asasi ekososbud. Mengacu pada pasal 2 Kovenan Hak Ekososbud, kewajiban negara 

memang dirumuskan tidak secara ketat. Sebagai contoh, pasal ini menggunakan istilah 

(a) ‘melakukan langkah-langkah’ dengan segala cara yang tepat’, (b) “hingga sumber-

sumber daya yang paling maksimal yang ada”, (c) “mencapainya secara bertahap”. Meski 

demikian kewajiban itu dalam diuji pada tiga tingkat:  

1. Kewajiban menghormati (respect). Kewajiban ini mensyaratkan negara untuk tidak 

ikut campur tangan dalam upaya pemenuhan hak ekososbud. Dalam tingkat 

kewajiban ini, negara diharuskan untuk tidak mengambil tindakan-tindakan yang 

mengakibatkan tercegahnya akses terhadap hak bersangkutan. Termasuk di 

dalamnya, mencegah melakukan sesuatu yang dapat menghambat warga 

memanfaatkan sumber-sumber daya alam materil yang tersedia. Dalam konteks hak 

atas tempat tinggal, misalnya, negara tidak diperkenankan melakukan penggusuran 

(paksa).  

2. Kewajiban melindungi (protect). Kewajiban ini pada dasarnya mengharuskan 

negara menjamin bahwa pihak ketiga (individu atau perusahaan) tidak melanggar 

hak individu lain atas akses terhadap hak bersangkutan. Oleh karena itu, hak ini dapat 

pula mencakup pencegahan deprivasi lebih lanjut dan jaminan bahwa mereka yang 

terlanggar haknya mendapat akses terhadap legal remedies. Negara misalnya harus 

melindungi buruh dari kinerja bisnis yang melanggar standar perburuhan, seperti 

pelanggaran hak atas kerja, hak atas kondisi kerja yang adil dan layak, dan 

sebagainya. 

3. Kewajiban memenuhi (fulfill). Jika kewajiban menghormati pada intinya membatasi 

tindakan negara, kewajiban ‘memenuhi’ mengharuskan negara untuk melakukan 

tindak pro aktif yang bertujuan memperkuat akses masyarakat atas sumber-sumber 

daya. Kewajiban ini merupakan kewajiban yang paling menuntut intervensi negara 

(positive measures) sehingga terjamin hak setiap orang atas kesempatan memperoleh 

haknya yang tidak dapat dipenuhi melalui usaha sendiri. Dalam kewajiban ini 

masalah anggaran belanja negara menjadi sangat penting. Dalam konteks hak atas 
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tempat tinggal layak, akses terhadap kepemilikan tanah atau kredit rumah yang 

murah harus menjadi agenda pemerintah.45 

 

Konsiderasi lainnya yang telah dikembangkan secara baik dan sistematis oleh PBB 

adalah bagaimana merajut instrumen-instrumen hukum HAM internasional yang 

memiliki kontekstualisasinya dengan topik penelitian ini. Secara khusus dalam 

karakteristik hukum internasional juga dikenal sebuah instrumen yang dinamai sebagai 

the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang telah beroperasi 

secara utuh sejak tahun 1982. Pada Bab VIII prihal Rezim Pulau, Pasal 121 berbunyi:  

1. Pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secra alamiah yang dikelilingi oleh air 

dan yang ada di atas permukaan air pada air pasang 

2. Kecuali dalam hal sebagaimana ditentukan ayat 3, laut teritorial, zona tambahan, 

zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen suatu pulau ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan Konvensi ini yang berlaku bagi wilayah darat lainnya  

3. Batu karang yang tidak dapat mendukung kediaman manusia atau kehidupan 

ekonomi tersendiri tidak mempunyai zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.  

Pemerintah Indonesia terikat dengan instrumen UNCLOS. Keberadaan UNCLOS 

juga sebenarnya amat relevan dengan entitas SIDS. Dalam dokumen yang berjudul Trend 

in Sustainable Development – Small Island Developing States diterangkan lebih lanjut 

bahwa pulau-pulau kecil memiliki sejumlah kecenderungan ancaman berbasis hal-hal 

yang partikular, seperti:46 (1) kecenderungan naik dan turunnya demografi populasi, (2) 

akses pembangunan sosial; termasuk di dalamnya keadilan gender, akses pendidikan, 

akses pekerjaan, tingkat kekerasan dan kriminalitas, ketahanan pangan, akses air dan 

sanitasi, (3) isu kesehatan dan ancaman penyakit lainnya –termasuk di dalamnya seberapa 

besar anggaran kesehatan yang bisa disediakan untuk menjawab kerentanan ini, (4) 

perubahan iklim, (5) perlindungan biota laut dan samudera, (6) pengelolaan bencana 

alam, (7) pengelolaan energi, pariwisata, dan limbah, serta (8) pengelolaan praktik 

ekonomi dan perdagangan yang bisa membuat pulau-pulau kecil ini otonom dan mandiri.  

 
45Lihat pula Prinsip-prinsip Limburg (UN Doc. E/CN.4/1987/17. Annex   

46 Lebih lanjut lihat: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1954TR2014.pdf dan 

http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2013/08/SIDS-Small-Islands-Bigger-Stakes.pdf. Diakses pada 

tanggal 27 Oktober 2017, pukul 17.19 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1954TR2014.pdf
http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2013/08/SIDS-Small-Islands-Bigger-Stakes.pdf
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Kecenderungan lain yang juga harus mendapat perhatian lebih adalah bagaimana 

skup dan eksistensi dari pulau-pulau kecil juga memiliki relevansinya dengan agenda 

capaian dari Sustainable Development Goals. Menurut KontraS, ke-17 agenda SDGs 

amatlah relevan dengan kemampuan daya tahan dari pulau-pulau kecil dan sekaligus 

untuk mendapatkan dukungan dalam keterlibatannya dengan tren global pembangunan 

dunia.47 Isu pengentasan kemiskinan, kelaparan, akses kesehatan dan kesejahteraan, 

pendidikan, kesetaraan gender, akses air dan sanitasi, energi yang terjangkau dan bersih, 

pertumbuhan ekonomi dan akses pekerjaan layak, industri-inovasi dan infrastruktur, 

penurunan praktik ketidakadilan, keberlanjutan pertumbuhan komunitas dan kota, 

pertanggungjawaban praktik produksi dan konsumsi, aksi perlindungan iklim, kondisi di 

perairan dan daratan, pengelolaan agenda perdamaian, keadilan dan penguatan kapasitas 

institusi birokrasi, termasuk agenda kerjasama lainnya juga harus memiliki kepekaan 

dengan isu-isu yang muncul di pulau-pulau kecil.48  

Meskipun Indonesia tidak dan belum bergabung pada entitas SIDS itu sendiri, namun 

menyerap semangat, konsiderasi dan bahkan prioritas agenda nampaknya tidak menjadi 

penghalang untuk terus memajukan keberadaan pulau-pulau kecil di wilayah teritorial 

Indonesia.  

II.4. Kerangka Pemikiran 

 Indonesia disebut sebagai archipelagic state terbesar di dunia yang memiliki 

pulau sebanyak 17.500, baik pulau besar maupun pulau kecil, dengan luas laut sekitar 5,8 

juta km2 dan bentang pantai 81.000 km. Dari pulauhan ribu pulau tersebut, sebagian besar 

merupakan pulau-pulau kecil yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan jasa-jasa 

lingkungan (environmental services) yang sangat potensial untuk pembangunan 

ekonomi.49 Definisi pulau-pulau kecil yang dianut secara nasional sesuai dengan Kep. 

Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41/2000 Jo Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan 

No. 67/2002 adalah pulau yang berukuran kurang atau sama dengan 10.000 km.2 

 
47 Untuk agenda Sustainable Development Goals dapat ditelusuri dengan baik di: 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs. Diakses pada 27 Oktober 2017, pukul 17.20 

48 Lebih lanjut lihat: https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sids/global-multistakeholder-sids-

partnership-dialogue. Diakses pada 27 Oktober 2017.  

49 Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), Jakarta, 2001, hal 5. 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sids/global-multistakeholder-sids-partnership-dialogue
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sids/global-multistakeholder-sids-partnership-dialogue
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Dalam UU nomor 27 tahun 2007 j.o. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pulau-

Pulau Kecil dan pesisir dirumuskan karakteristik pulau kecil meliputi (Irwan, 2004): (a) 

pulau yang ukuran luasnya kurang atau sama dengan 10.000 km2; (b) memiliki sejumlah 

besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi; (c) secara 

ekologis terpisah dari indukunya, memiliki batas fisik yang jelas, dan terpencil dari 

habitat pulau induk sehingga bersifat insular; (e) dari segi sosial, ekonomi, dan budaya 

masyarakat pulau-pulau bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya.  

Kawasan pulau kecil memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan 

wilayahnya dengan didukung ekosistem dan produktivitas hayati tinggi yang dapat 

digolongkan dalam 2 kelompok, di antaranya, sumber daya dapat pulih dan sumber daya 

tidak dapat pulih. Sumber daya dapat pulih seperti terumbu karang, padang lamun, 

rumput laut, dan sumber hayati laut yang memiliki potensi keragaman dan nilai ekonomis 

yang tinggi. Sedangkan, sumber daya tidak dapat pulih yang meliputi seluruh mineral dan 

geologi mineral, seperti minyak, gas, emas, timah, nikel, bauksit, dll.  

 Berdasarkan tingkat pengembangannya, pulau-pulau kecil di Indonesia dapat 

dibedakan sebagai berikut (Wibowo, 2002, hal: 11): 

a. Pulau-pulau kecil yang termasuk dalam kawasan potensial tumbuh, seperti P. 

Batam, P. Bintan, dan kawasan lain di provinsi Riau 

b. Pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan yang memiliki potensi untuk 

pertahanan dan keamanan seperti Pulau Sangihe, Pulau Aru. 

c. Pulau kecil yang memiliki potensi sumber daya yang dapat dikembangkan, 

seperti kepulauan seribu atau kepulauan lainnya yang memiliki potensi 

pariwisata. 

d. Pulau-pulau kecil yang masih tertinggal dan membutuhkan pengembangan. 

Sifat-sifat pulau kecil yang berbeda dengan daratan, tentu menuntut pendekatan 

pengelolaan yang berbeda pula, terutama dalam konteks penataan ruang. Wilayah daratan 

dan lautan merupakan satu kesatuan karena segenap limbah dan sedimen dari daratan 

akhirnya terakumulasi di laut. Di wilayah pesisir ada loksi (habitat) yang mengandung 

“atribut ekologis” dan “proses-proses ekologis” yang menentukan daya dukung 

lingkungan wilayah pesisir dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi 

berkelanjutan. Karakteristik lainnya adalah sifat wilayah pesisir yang multiple use zone, 

common property resource, dan tunduk di bawah rezim open access (Dahuri, 2000). 
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Karakteristik tersebut menunjukkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat 

majemuk. Mengingat ada beberapa aspek yang terdapat di pulau kecil, seperti sipil, 

politik, ekonomi, sosial, dan budaya bahkan hukum maka dalam mengelola pulau kecil 

diatur oleh beberapa kebijakan terkait. Aturan-aturan ini yang menentukan nasib pulau 

kecil terkait dengan pengelolaannya. Keterlibatan negara dalam pengelolaan pulau kecil 

menjadi ujung tombak penyelamatan pulau kecil dari ancaman kerusakan lingkungan.  

Dalam dunia internasional, secara khusus dalam karakteristik hukum internasional 

juga dikenal sebuah instrumen yang dinamai sebagai the United Nations Convention on 

the Law of the Sea (UNCLOS) yang telah beroperasi secara utuh sejak tahun 1982. 

Pemerintah Indonesia terikat dengan instrumen UNCLOS. Keberadaan UNCLOS juga 

sebenarnya amat relevan dengan entitas SIDS. Dalam dokumen yang berjudul Trend in 

Sustainable Development – Small Island Developing States diterangkan lebih lanjut 

bahwa pulau-pulau kecil memiliki sejumlah kecenderungan ancaman berbasis hal-hal 

yang partikular, seperti:50 (1) kecenderungan naik dan turunnya demografi populasi, (2) 

akses pembangunan sosial; termasuk di dalamnya keadilan gender, akses pendidikan, 

akses pekerjaan, tingkat kekerasan dan kriminalitas, ketahanan pangan, akses air dan 

sanitasi, (3) isu kesehatan dan ancaman penyakit lainnya –termasuk di dalamnya seberapa 

besar anggaran kesehatan yang bisa disediakan untuk menjawab kerentanan ini, (4) 

perubahan iklim, (5) perlindungan biota laut dan samudera, (6) pengelolaan bencana 

alam, (7) pengelolaan energi, pariwisata, dan limbah, serta (8) pengelolaan praktik 

ekonomi dan perdagangan yang bisa membuat pulau-pulau kecil ini otonom dan mandiri.  

Berdasarkan identifikasi KontraS, setidaknya terdapat permasalahan umum yang 

terdapat di pulau kecil, (1) pemanfaatan sumber daya yang belum maksimal, (2) 

pelayanan dasar yang tidak optimal, (3) ancaman kerusakan wilayah pesisir dan pulau 

kecil akibat investasi yang tidak terkendali, (4) minimnya peran masyarakat pulau kecil 

untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya di daerahnya, (5) persoalan administrasi 

kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

 Di sisi lain, ada isu pembangunan manusia yang mestinya menjadi perhatian bagi 

negara. Pembangunan manusia dan hak asasi manusia sebenarnya adalah dua sisi dari 

 
50 Lebih lanjut lihat: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1954TR2014.pdf dan 

http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2013/08/SIDS-Small-Islands-Bigger-Stakes.pdf. Diakses pada 

tanggal 27 Oktober 2017, pukul 15.45 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1954TR2014.pdf
http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2013/08/SIDS-Small-Islands-Bigger-Stakes.pdf
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koin yang sama—tidak ada pembangunan manusia tanpa hak asasi manusia. 

Pembangunan manusia berorientasi pada hasil, sementara hak asasi manusia memberikan 

penekanan khusus pada pemenuhan kewajiban. Hak asasi manusia menekankan 

perhatiannya melalui efektivitas kebijakan negara, dan kewajiban aktor lain dengan 

prinsip nondiskriminasi menuju pemerataan pembangunan yang partisipatif. Hak asasi 

manusia membawa konsep-konsep baru seperti pemulihan dan akuntabilitas yang efektif 

yang memperkaya perdebatan pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau 

wilayah dalam bidang pembangunan manusia. IPM merupakan suatu indeks komposit 

yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang 

dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Adapun 3 (tiga) indikator tersebut yaitu: 

indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Terdapat paradigma 

pembangunan manusia yang terdiri dari empat komponen yang utama, yaitu: (1) 

Produktivitas: Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan 

berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan 

berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis 

pembangunan manusia. (2) Pemerataan: Masyarakat harus punya akses untuk 

memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan 

politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh 

manfaat dari kesempatan-kesempatan ini. (3) Kesinambungan: Akses untuk memperoleh 

kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang 

akan datang. Segala bentuk pemodalan-fisik, manusia, lingkungan hidup-harus 

dilengkapi. (4) Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan hanya untuk 

mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-

proses yang memengaruhi kehidupan mereka.51 

Persoalan-persoalan tersebut berkaitan erat dengan elemen hak asasi manusia. Hak 

asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. 

Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau 

berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai 

 
51 http://ipm.bps.go.id/assets/files/ipm_2013.pdf diakses pada tanggal 23 April 2018, pukul 11:17 

http://ipm.bps.go.id/assets/files/ipm_2013.pdf
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manusia.52 Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis 

kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai 

hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut.  

Saat ini di Indonesia telah memiliki banyak hukum dan peraturan yang mengatur 

tentang pengelolaan terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Namun pada kenyataannya hukum dan peraturan-peraturan tersebut tidak banyak 

diimplementasikan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, egoisme 

sektoral dan lemahnya koordinasi antara sektor. Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil sering muncul konflik antara pihak yang berkepentingan, seperti yang 

terjadi di Pulau Sunut (Lombok Timur), Pulau Bangka (Sulawesi Utara) dan Pulau 

Romang (Maluku Barat Daya). Kegiatan pertambangan di ketiga pulau tersebut banyak 

menimbulkan konflik antar masyarakat, selain itu tambang di Pulau kecil pun tidak 

diprioritaskan sebagaimana diatur dalam Pasal (23) dan Undang - Undang no 1 tahun 

2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan keberadaan 

pertambangan di ketiga pulau tersebut pun menunjukkan tidak tercapainya tujuan 

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil seperti yang dituliskan dalam pasal (4) UU 

27 tahun 2007. 

Merujuk pada konteks subjek hukum, negara dimaknai sebagai sesuatu yang 

memiliki kepribadian, hal tersebut dapat diartikan bahwa negara merupakan setiap orang 

yang diberi atribusi kewenangan untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan 

sesuatu atas nama negara. Adanya suatu kewenangan yang dimiliki oleh negara tersebut 

diartikan bahwa negara dalam melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu 

merupakan atas nama negara dan bukan atas nama pribadi. Konsep hak asasi manusia 

mengenai hubungan negara dan warga negara. Individu ditempatkan sebagai pemegang 

hak (rights holder) yang dijamin secara Internasional, semata-mata karena ia adalah 

individu, bukan karena alasan kebangsaanya dari suatu negara. Sedangkan negara 

ditempatkan sebagai pemegang kewajiban (duty-holder). Dalam konteks hak asasi 

manusia, negara menjadi subyek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama 

yang bertanggung jawab melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia, 

setidaknya untuk warga negaranya masing-masing. Menurut Manfred Nowak, hukum hak 

 
52 Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, Ithaca and 

London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, What are Human Rights? Taplinger, New York, 1973, 

hlm. 70. 
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asasi manusia mengatur tentang tiga kewajiban dasar yang mesti dijalankan oleh negara, 

yakni kewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi seluruh HAM. 
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BAB III 

Temuan KontraS 

 

III.1. Pulau Kecil dan Permasalahannya 

 Dengan letak geografis yang jauh dari hiruk pikuk manusia, pulau kecil memiliki 

sisi positifnya, yaitu kondisi keadaan alam yang tetap terjaga. Tidak heran, pulau kecil 

kerap menjadi area tujuan wisata oleh masyarakat yang tinggal di pulau besar untuk 

mendapatkan ketenangan sembari memandangi keindahan alamnya. Tapi, keadaan 

tersebut tidaklah statis. Ada beberapa pulau yang nyatanya terancam rusak sebelum dapat 

dinikmati maksimal keindahannya. Pulau-pulau tersebut rusak akibat kegiatan 

pertambangan atau untuk kepentingan privat semata, seperti Pulau Sunut, Pulau Bangka, 

dan Pulau Romang. Pada bagian ini KontraS akan membahas ketiga pulau tersebut 

berdasarkan permasalahan yang hadir di sana. 

 

 

Gambar 3.1 sisa-sisa puing bangunan di Pulau Sunut (dok. KontraS, 2016) 
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III.1.1. Pulau Sunut 

 

Gambar 3.2 Peta Tematik Lombok Timur 



 

 

 

 

 

35 

Penjelasan singkat Pulau Sunut, Lombok Timur 

Secara historis, Dusun Sunut berada di sebuah pulau yang dinamakan, Gili Sunut. 

Sejak tahun 1940an, warga mulai menghuni Gili Sunut. Saat itu penghuni Gili Sunut tidak 

lebih dari 10 orang. Mereka bekerja sebagai pembakar kapur53. Namun, setelah ada 

pelarangan pembakaran karang-karang oleh pemerintah karena dapat merusak ekosistem 

laut, mereka beralih profesi menjadi nelayan. Menjadi nelayan sudah menjadi mata 

pencaharian utama oleh warga Dusun Sunut. Awalnya masyarakat asli yang bekerja 

sebagai nelayan hanyalah masyarakat suku Bugis/Bajo, sedangkan masyarakat suku 

Sasak yang aslinya dari darat pindah ke daerah pesisir disebabkan kekurangan lapangan 

pekerjaan. Kemudian, di sela-sela mencari ikan, warga juga berinisiatif memanfaatkan 

ladang untuk menanam berbagai hasil tani yang pada mulanya adalah cabai. Namun, saat 

ini sudah berkembang banyak warga yang menanam jagung dan juga kacang-kacangan. 

Jumlah kepala keluarga di Gili Sunut sampai 2013 ialah 109 kepala keluarga. Didominasi 

oleh umur menengah antara 30-40 tahun, kemudian usia dewasa >40 tahun, disusul usia 

muda <30 tahun. Untuk usia menengah hingga dewasa, kegiatan sehari-harinya menjadi 

nelayan. Gili Sunut memiliki potensi pariwisata yang besar. Lokasinya yang strategis 

karena dekat dengan beberapa daerah yang sudah terkenal, seperti Pantai Pink dan Pulau 

Pasir. Jika air laut surut, muncul jalur pasir yang menghubungkan Gili Sunut dengan gili 

di dekatnya dan orang bisa berjalan di atas pasir tersebut.  

Kehidupan warga di Gili Sunut bisa dibilang berkecukupan. Kebutuhan hidup 

mereka di pulau selalu terpenuhi, hasil tangkap hari ini bisa untuk keperluan makan dan 

penjualan. Untuk air sendiri, biaya yang dikeluarkan Rp 20.000 per hari dapat membeli 

5-6 drum besar yang dapat menghidupi satu keluarga selama satu bulan. Ditambah lagi, 

hasil dari kegiatan berladang mereka, seperti cabai, jagung, dan kacang-kacangan, bisa 

dijual untuk tambahan pemasukan warga.  Di Gili Sunut, tidak ada sekolah yang berdiri. 

Hanya ada satu sekolah dasar yang berdiri di daratan. Jaraknya pun jauh dari pulau. Untuk 

mencapai sekolah tersebut, mereka harus menggunakan sampan/perahu dan kemudian 

berjalan sekurang-kurangnya dua kilometer. Angka pendidikan di Gili Sunut pun tidak 

tinggi. Umumnya, jenjang pendidikan masyarakat Sunut hanya sampai SMA/sederajat. 

Di Gili Sunut, tidak ada Puskesmas. Jika warga ingin berobat, mereka harus ke daratan. 

 
53 Membakar kapur ini dengan cara mengambil karang-karang yang ada di pantai/laut untuk bahan dasar 

bangunan. 



 

 

 

 

 

36 

Menaiki sampan, lalu menumpang motor. Kira-kira jarak yang harus ditempuh sekitar 

15km. ketiadaan atau jarak yang jauh tersebut kadang menyulitkan mereka ketika 

membutuhkan pertolongan. 

KontraS, 2016 

 

a. Privatisasi Pulau Sunut 

 Kedatangan PT Ocean Blue Resort diterima oleh Kepala Kecamatan Jerowaru, 

Juandi Taufik. Menurut penuturannya, ia sebagai konsultan dan menjalankan amanah 

yang diperintahkan oleh Bupati Lombok Timur, Ali Bin Dahlan54, untuk membantu 

proses pembelian pulau oleh Ocean Blue Resort pada warga Gili Sunut. Sementara, dari 

pihak Ocean Blue diwakili oleh Yasin, Sekertaris Pemda Lombok Timur. Yasin 

menjelaskan kepada warga tentang rencana Ocean Blue Resort untuk Gili Sunut. Menurut 

pengakuan warga, Yasin mengatakan kala itu kalau Gili Sunut akan didirikan hotel/resort 

bintang 5 dengan kualitas internasional yang akan dibangun ketika proses relokasi selesai 

dilakukan. Kepemimpinan Juandi Taufik di Jerowaru mulai dari 2009 dan berakhir lebih 

cepat pada tahun 2011 karena dilengserkan oleh warga yang kala itu mendatangi kantor 

kecamatan. Di tahun 2011 itulah, ia menjalankan amanahnya sebagai konsultan untuk 

warga Gili Sunut agar mau direlokasi. Juandi Taufik sering mendatangi Gili Sunut untuk 

melakukan konsultasi publik ini.  

Menurut penuturan warga, saat itu kondisi mereka sangat tertekan ketika mereka 

tidak bisa mendapat sertifikat, tetapi oleh pemerintah pulau tersebut dengan mudah 

diberikan kepada pihak perusahaan. Ditambah lagi, warga merasa ada paksaan untuk 

menandatangani relokasi tersebut yang dilakukan oleh Juandi Taufik. Perlawanan 

terhadap keputusan pemerintah daerah saat itu bagai ‘telur melawan batu’ karena 

seberapapun mereka coba melawan pasti akan kalah juga. Sementara, Yasin yang 

bertugas sebagai penghubung dari Ocean Blue melakukan negoisasi sebelum relokasi 

dilakukan. negoisasi itu dilakukan di masjid yang berdiri di Gili Sunut. Negoisasi itu 

menghasilkan sebuah perjanjian. Tetapi, sayangnya, perjanjian yang dilakukan antara 

warga dan perusahaan tidak dilakukan di atas kertas, hanya melalui ucapan semata di 

mana saat itu tidak ada rekaman suara maupun video yang dilakukan oleh kedua belah 

 
54 Juandi Taufik adalah keponakan dari Ali Bin Dahlan. Kami mencurigai ada kolusi yang dilakukan oleh 

kedua belah pihak 



 

 

 

 

 

37 

pihak. Setelah KontraS menanyakan kepada warga55 perjanjian apa saja yang disetujui 

kedua belah pihak, Kepala Dusun Sunut menyebutkan: 

1. Disediakan lampu yang bertenaga surya 

2. Dibangunnya sarana beribadah untuk para warga yakni masjid 

3. Dibangunnya sarana pendidikan berupa sekolah dasar 

4. Tanah yang diganti oleh perusahaan adalah sama luas dengan luas tanah yang 

dimiliki oleh warga pada masih di Gili Sunut, yaitu 6,7 hektar. 

5. Pemberian sertifikat terhadap rumah setelah direlokasi 

6. Pembangunan dermaga  

7. Pembangunan sarana kesehatan seperti Posyandu atau Rumah Sakit 

8. Penataan lingkungan 

9. Penampungan air untuk memberikan ketersediaan kepada masyarakat atas air 

bersih 

Relokasi warga ini berlangsung dua kali, setelah pada rencana relokasi pertama 

gagal56 pada 2011. Relokasi kedua direncanakan di tanah yang tidak bersengketa. 

Sehingga, pada 2013 sebanyak 109 keluarga telah direlokasi di daratan yang menurut 

penuturan warga sebagai kawasan hutan lindung. Tapi, setelah KontraS mengecek ke 

BPN Lombok Timur, tanah ini berstatus sebagai tanah negara. Sementara, Kondisi Gili 

Sunut sekarang sudah dipenuhi semak belukar. Ketika KontraS mendatangi Gili Sunut, 

hanya bagian terluar saja yang bisa dilewati oleh orang. untuk ke bagian dalam, medan 

yang ditempuh sangat sulit karena sudah tumbuh pohon dan tanaman-tanaman tinggi 

yang menutup jalan. Pemandangan di depan Gili Sunut sangat indah. Ada tegalan yang 

muncul jika air laut sedang surut, sehingga orang-orang bisa menyeberangi pulau dengan 

berjalan kaki di atas pasir. Mungkin, ini yang jadi alasan Ocean Blue mengincar kawasan 

ini sebagai target investasi. Dalam masterplan yang tertera di situs resmi milik Ocean 

Blue57, rencananya Gili Sunut akan dibuat 46 buah villa mewah dengan rincian sebagai 

berikut: 31 vila menghadap samudera, 1 buah villa untuk bulan madu, 7 bungalows, 6 

 
55 KontraS mengunjungi Dusun Sunut dan bertemu dengan Kepala Desa. Kepala Desa, NB, kemudian 

menjelaskan tentang kesepakatan yang diucapkan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat. Adapun 

perjanjian yang disebutkan terjadi pada tahun 2009 dan hanya diucapkan melalui mikrofon masjid di Pulau 

Sunut.  

56 Rencana relokasi awal di desa Tanjahanjah gagal karena tanah tersebut telah bersertifikat hak milik oleh 

Masde Louise. Kegagalan ini terkait kalahnya Pemda Lombok Timur dalam persidangan di PN Selong. 

57 http://oceanblue.com.sg/resort_information diakses pada tanggal 17 Mei 2017  

http://oceanblue.com.sg/resort_information
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vila terpisah dari pulau, dan 2 vila mewah yang akan membuat pengunjung seolah 

memiliki sebuah pulau. Di sisi lain, Sejak 2013 hingga sekarang, belum ada tanda-tanda 

Ocean Blue memulai proyek besar tersebut di Gili Sunut.  

Foto: Badan Pusat Statistik 

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011-2014 

 

  Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Lombok Timur menurut data BPS 

mengalami kenaikan, namun di dalam data BPS tidak menjelaskan secara spesifik kondisi 

yang terdapat di Gili Sunut. Ketimpangan merupakan permasalahan yang selalu muncul 

dalam pelaksanaan pembangunan yang umumnya terjadi karena ketidakmerataan dari 

distribusi program pembangunan serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap 

program pembangunan. Perkembangan IPM kabupaten Lombok Timur dari tahun 2011-

2015 terus mengalami peningkatan, namun kemajuan ini tidak terlepas dari masalah 

kesenjangan karena masing-masing kecamatan mempunyai capaian komponen yang 

berbeda. Di kecamatan Gili Sunut sendiri, yang terlihat justru semakin banyak 

kesenjangan yang terjadi, seperti tidak adanya puskesmas, sulitnya akses dari Gili Sunut 

menuju Puskesmas terdekat yang letaknya di daratan, sekolah-pun tidak banyak itupun 

mereka harus menempuh jarak yang jauh dengan menggunakan sampan/perahu.  

 Pada tahun 2011 hingga tahun 2014, kabupaten Lombok Timur adalah daerah 

yang memiliki pencapaian rendah, dari tahun 2011 hingga tahun 2014 tetap berada di 

urutan 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) kabupaten yang berada di wilayah NTB. 
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Foto:  Badan Pusat Statistik 

Disparitas Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011-2015 

 

    Dimensi pengetahuan yang diukur melalui angka melek huruf dan rata-rata lama 

sekolah juga menggambarkan masih adanya kesenjangan antar provinsi di Indonesia. 

Berbagai program pendidikan yang digalakan pemerintah nampaknya belum dapat 

menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Di Kabupaten Lombok Timur, sekolah yang 

terdapat di Gili Sunut tidak ada, sekolah terdekat-pun harus diakses dengan cara 

menyeberang ke daratan. 

 Kesenjangan yang terjadi antar provinsi di Indonesia menunjukkan perhatian yang 

tidak sama antara pemerintah daerah. Ini semestinya menjadi perhatian khusus dari 

pemerintah pusat yang sudah menjadi tugasnya untuk memfasilitasi dan 

menginventarisasi berbagai kebutuhan yang ada di tiap daerah.  
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III.1.2. Pulau Bangka 

 

      Gambar 3.3 Peta Tematik Provinsi Sulawesi Utara. Pulau Bangka terletak di utara (warna kuning) 

 

Penjelasan singkat Pulau Bangka, Sulawesi Utara 

Pulau Bangka adalah sebuah pulau kecil yang terletak tepat di ujung timur laut 

Sulawesi, Indonesia. Pulau Bangka dikenal dengan pantai indah yang belum terjamah 

serta wisata menyelam nan eksotik. Pulau Bangka termasuk dalam wilayah administrasi 

kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Di 

pesisir pulau ini terdapat empat desa yakni: Lihunu, Kahuku, Libas, dan Ehe. 

Pulau Bangka memang belum cukup dikenal khalayak, kebanyakan orang 

Indonesia hanya mengenal Kepulauan Bangka-Belitung yang berada di timur pulau 
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Sumatera. Pulau kecil yang berada di bagian utara Sulawesi Utara ini mulai dikenal umum 

sejak menimbulkan kontroversi di berbagai media atas adanya keputusan pemerintah 

daerah yang memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada sebuah perusahaan 

tambang multinasional asal Tiongkok (PT MMP) untuk melakukan eksplorasi di pulau 

Bangka, yang kemudian berencana untuk menambang bijih besi dan membangun pabrik 

peleburan baja. Saat ini kondisi pulau bangka cukup miris akibat pertambangan oleh PT 

MMP. Sejumlah pohon dan tumbuhan hijau harus tersingkir untuk jalan alat berat dan air 

laut pun berubah menjadi warna cokelat yang berdampak pada berkurangnya area 

mencari ikan bagi nelayan. 

   KontraS, 2016 

 

a. Pertambangan di Pulau Bangka 

Pulau Bangka terletak persis di ujung utara pulau Sulawesi. Pesisir pantainya 

dipenuhi pasir putih dan hutan mangrove, berhadapan langsung dengan perairan yang 

kaya dengan beragam biota endemik yang hilir mudik hidup di terumbu karang. Pada 

daratan pulau terdapat 4 desa yang memiliki tradisi dan budaya baharinya, juga hutan 

lindung yang dipercaya sebagai sumber air bersih bagi warga Pulau Bangka. Potensi 

kekayaan alam Pulau Bangka mulai dikenal orang banyak seiring dengan meningkatnya 

pariwisata Bunaken pada tahun 90-an. Menyambut baik antusias tersebut, pemerintah 

memasukkan wilayah Pulau Bangka, Bunaken, dan Selat Lembeh sebagai wilayah 

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dalam PP no 50 tahun 2011 tentang Rencana 

Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2015 (pasal 11 PP no. 

50/2011). Periode 2000-2015, setidaknya ada 8 resort pariwisata (PMA dan PMDN) di 

Pulau Bangka.  

Pada penghujung 2011, Bupati Minahasa secara tiba-tiba mengeluarkan izin untuk 

pertambangan bijih besi kepada Perusahaan asal China, PT Mikgro Metal Perdana. 

Kehadiran PT MMP di Pulau Bangka memicu konflik antar desa antara pro dan kontra. 

Izin eksplorasi bahan galian bjih besi di Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, 

Kabupaten Minahasa Utara diterbitkan Bupati dengan luas 2000ha58. Luas tersebut 

 
58 Keputusan Bupati Minahasa Utara nomor 162 tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Perluasan Kuasa 

Pertambangan Eksplorasi Serta Penyesuaian Menjadi IUP Eksplorasi Bahan Galian Bijih Besi Kepada PT 

Mikgro Metal Perdana di Pulau Bangka, Kec. Likupang TIMUR, Kabupaten Minahasa Utara. 
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setengah dari luas Pulau Bangka, 4.778ha. Keberadaan tambang di Pulau Bangka jelas 

mendapat penolakan keras dari warga. Selain mengambil setengah luas lahan dari Pulau 

Bangka, operasi tambang tersebut juga merusak lingkungan sekitar. Kondisi pantai 

menjadi kotor, penggundulan hutan hijau, sampai menyebabkan air untuk kebutuhan 

warga menjadi tak layak dikonsumsi. Keberadaan tambang juga berpotensi 

merusak/menghilangkan Pulau Bangka secara permanen. Di sisi lain, terdapat usaha-

usaha perikanan tradisional, pariwisata dan pertanian yang seketika sangat dirugikan dan 

terancam keberlangsungannya jika pertambangan dilakukan.  

Pada Januari 2012, warga Pulau Bangka menggugat Bupati Minahasa Utara di 

PTUN Manado dan Objek Sengketa IUP Eksplorasi Bijih Besi PT MMP di Pulau Bangka, 

Kabupaten Minahasa Utara. Perkara tersebut secara mutlak dimenangkan warga Pulau 

Bangka.59 Dalam perjalanan peradilan perkara tersebut, Bupati Minahasa Utara 

melakukan beberapa manuver atas objek sengketa (IUP eksplorasi)60. Dalam merespon 

kemenangan gugatan warga, Bupati Minahasa Utara tidak melaksanakan hasil putusan 

pengadilan tersebut. 

Penolakan terhadap putusan pengadilan ini dilegitimasi oleh surat yang dikirimkan 

oleh Kabiro Hukum Setjen Kemendagri61. Surat tersebut berisi tentang penolakan 

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dengan 

alasan objek yang dipersengketakan nihil dan putusan tersebut non-executable. Bak 

gayung bersambut, Menteri ESDM RI saat itu, Jero Wacik, juga menerbitkan peningkatan 

izin dari IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi62. Warga merespon Keputusan 

Menteri ESDM tersebut dengan menggugatnya di PTUN Jakarta. Hasilnya, gugatan ini 

dimenangkan secara mutlak oleh warga63. Pengadilan menyatakan batal dan tidak sah atas 

 
59 64/G/TUN/2012/PTUN.Mdo tanggal 30 Agustus 2012, Jo. Nomor: 165/B/2012/PT.TUN/Mks tanggal 1 

Maret 2013, Jo. Nomor: 291 K/TUN/2013 tanggal 24 September 2013, Jo. Nomor: 127 PK/TUN/2014 

tanggal 4 Maret 2014. Pada intinya, IUP eksplorasi bijih besi di Pulau Bangka dinyatakan batal dan tidak 

sah oleh putusan MA RI tersebut. 

60 Perubahan SK no. 162 melalui Keputusan Bupati Minahasa Utara no 152 tahun 2012 tentang 

perpanjangan IUP eksplorasi Bahan Galian Bijih Besi kepada PT MMP di Pulau Bangka, Kecamatan 

Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Dan, perubahan SK no 152 melalui Keputusan Bupati 

Minahasa Utara nomor 183 tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Minahasa Utara no 152 tahun 

2012 tentang perpanjangan IUP Eksplorasi Bahan Galian Bijih Besi kepada PT MMP di Pulau Bangka 

61  Nomor 180/4767/SJ tanggal 25 Agustus 2015 

62 SK menteri ESDM RI no 3109 K/30/MEM/2014 tentang Pertambangan Izin Usaha Pertambangan 

Operasi Produksi Kepada PT MMP 

63  Putusan nomor 211/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 14 Juli 2015 Jo. Nomor: 271/B/2015/PT.TUN.Jkt tanggal 

14 Desember 2015, Jo. Nomor 244 K/TUN/2016 
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Keputusan Menteri tersebut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang semula menolak 

pertambangan ini karena bertentangan dengan tata ruang, malah melahirkan Perda Nomor 

1 tahun 2014 tentang RTRW Sulawesi Utara yang memasukkan wilayah Pulau Bangka 

sebagai wilayah pertambangan.  

Saat ini, hasil putusan dari pengadilan terkait kemenangan warga atas Pulau Bangka 

sudah dijawab oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Utara dengan mengeluarkan Surat 

Keputusan Nomor 1361K/2017 tertanggal 23 Maret 2017. Tidak berhenti pada SK 

tersebut, Pemerintah Daerah Sulawesi Utara harus segera memikirkan mekanisme 

pemulihan atas lingkungan yang telah rusak di Pulau Bangka.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Capaian IPM khususnya di Pulau Bangka secara garis besar meningkat dari tahun 

ke tahun. Pada tahun 2013-2015, capaian IPM di kabupaten Minahasa Utara di tahun 

2014 mencapai 0.35 dan di tahun 2015 mencapai 0.52. Namun capaian IPM ini sepertinya 

tidak menyasar di Kabupaten Minahasa Utara mengingat setelah adanya praktik 

pertambangan di Pulau Bangka yang dilakukan oleh PT.MMP, hingga dengan saat ini 

penurunan perekonomian yang dirasakan masyarakat semakin menurun. Rusaknya 

terumbu karang akibat aktivitas tambang di pulau Bangka adalah salah satu faktornya. 

Sumber penghasilan dari sektor pariwisata dirusak akibat dari aktivitas tambang oleh 

PT.MMP, belum lagi penurunan tangkapan ikan oleh nelayan setempat. Agar 

pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan 

ekonomi harus disertai dengan syarat yang cukup dalam hal ini adalah tidak mencurangi 
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persyaratan AMDAL dan adanya pemerataan pembangunan. Dengan adanya pemerataan 

pembangunan, seharusnya warga mendapat jaminan bahwa semua penduduk dapat 

menikmati hasil pembangunan, bukan malah terusir dari daerahnya dan dirusak mata 

pencahariannya. 

 

III.1.3. Pulau Romang 

 

Gambar 3.3 Peta Tematik Kabupaten Maluku Barat Daya. Pulau Romang terletak di tengah berwarna jingga 

(tengah) 

 

Penjelasan singkat Pulau Romang, Maluku Barat Daya 

Kabupaten Maluku Barat Daya pada masa Hindia Belanda dikenal dengan nama 

Onderafdeeling Zuid Wester Eilanden merupakan garda terdepan dari Provinsi Maluku 

yang dekat dengan Timor Leste. Pulau-pulau yang berada di bawah kendali Kabupaten 

Maluku Barat Daya, memiliki kekayaan alam yang berlimpah, seperti Pulau Romang. 

Pulau Romang atau bagi warga setempat dikenal dengan sebutan “Roma” memiliki luas 

wilayah 175 km2. Terbentuk oleh dua bagian daratan yang berimpit bergelombang dengan 

puncak tertinggi adalah Gunung Tawur. Terdapat dua ketinggian memanjang paralel 

utara – selatan di bagian utara dan berbentuk plateu subsircular dengan ketinggian 544 
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meter dari permukaan laut di bagian selatan. Drainase secara umum radial, di bagian utara 

paralel di barat dan timur berupa sungai-sungai kecil, sedangkan sungai dibagian utara 

adalah Sungai Rouriana, sungai Kreut, Sungai Atuna, dan Sungai Akualu. Pulau Roma 

memilii tiga desa (atau warga menyebutnya sebagai “negeri), yaitu Desa Jerusu, Desa 

Hila, dan Desa Solath.  

KontraS, 2016 

 

a. Pertambangan di Pulau Romang 

Pada tahun 1988 – 1992, PT Muswell Brook Mining bekerja sama dengan PT. 

Ashton Mining pernah melakukan kegiatan eksplorasi di Pulau Romang, namun tidak ada 

kelanjutannya sehingga tidak diketahui seberapa besar kandungan deposit logam mulia 

maupun perak yang ada di sana. Selain itu, perusahaan Biliton PLC (sekarang BHP 

Biliton) juga telah melakukan eksplorasi geologi, geokimia, dan geofisika di Pulau 

Romang bagian Selatan pada tahun 1998-1999, namun tidak mendapatkan hasil. PT 

Robust Recources. Ltd, merupakan perusahaan yang berasal dari Darwin, Australia yang 

memiliki anak perusahaan bernama PT Gemala Borneo Utama. Berdasarkan perjanjian 

kontrak kerja (MoU) pada tanggal 22 Februari 2008, disepakati bahwa lokasi atau areal 

yang akan dieksplorasi seluas 25.000 Ha dari keseluruhan Pulau Romang64. PT Robust 

Recources memiliki kantor cabang di Kupang dan telah beroperasi sejak tahun 2006. Pada 

tahun 2006, pihak perusahaan mulai melaksanakan penelitian umum pada kawasan-

kawasan yang ada di Pulau Romang khususnya di daerah Lakuwahi serta melanjutkan 

penelitian pada wilayah desa-desa.  

Perusahaan tersebut mulai melakukan eksplorasi pasca Pemerintah Kabupaten 

Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Surat Rekomendasi no 540/052.a/rek/2008 yang 

ditandatangani oleh Bupati Maluku Tenggara Barat, Bitzael S. Temmar, tanggal 10 Juli 

2008. Pada tahun 2009, perusahaan juga mendapat surat rekomendasi no 542/207/209 

yang ditandatangani oleh Penjabat Bupati Maluku Barat Daya, Drs Jacob Patty, tanggal 

20 Maret 2009 untuk melakukan kegiatan eksplorasi di Pulau Romang. Namun, sejak PT 

GBU beroperasi perusahaan tidak melakukan penjelasan secara terbuka dan 

 
64 Data dari Information Memorandum for Purchase of Remain 25% of Romang Islands Tenements by 

Robust Recourses Limited 



 

 

 

 

 

46 

komprehensif kepada masyarakat. Alhasil, ada sejumlah penolakan-penolakan terjadi 

kepada perusahaan sampai saat ini. 

 Konsep pembangunan manusia dapat diukur tingkatannya supaya dapat 

diterjemahkan dalam bentuk pembuatan kebijakan pembangunan. Salah satu ukuran 

pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia mengukur tingkat 

pencapaian secara keseluruhan di suatu negara menurut 3 (tiga) dimensi pokok 

pembangunan yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Tujuan pembangunan manusia 

adalah menciptakan menciptakan suatu lingkungan bagi manusia agar dapat menikmati 

hidup yang lama, sehat dan kreatif (UNDP, 2003). Peningkatan kemampuan sumberdaya 

manusia untuk mencapai taraf hidup sejahtera perlu mendapat tempat dalam perencanaan 

pembangunan. Dukungan dibutuhkan dari pihak pemerintah yang idelanya melalui 

belanja pembangunan APBD. Data anggaran yang dialokasikan untuk belanja 

pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi APBD, besarnya tidak berpengaruh 

langsung terhadap pertumbuhan masing-masing nilai indeks dimensi dari IPM di 

kabupaten Maluku Barat Daya terlebih di wilayah Pulau Romang. Anggaran yang besar 

seharusnya menjamin peningkatan nilai indeks yang ada. Hal sebaliknya jika anggaran 

rendah juga tidak menjamin pencapaian indeks yang ingin dicapai. 

 Dalam perjalanannya, saat ini pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk 

mengatur keuangannya sendiri. Hal tersebut dimulai sejak adanya desentralisasi 

keuangan melalui otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001. Otonomi daerah mulai 

ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penimbangan Keuangan Pusat dan 

Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.34/2004. 

Sejak diberlakukannya paket undang -undang otonomi daerah (UU No. 32 dan 33 tahun 

2004), maka paradigma penyelenggaraan pemerintahan mengalami pergeseran. Semula 

bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Implikasinya terhadap pemerintah 

daerah adalah bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk 

mengatur dan mengurus daerahnya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan 

daerah. Otonomi daerah dilihat dari segi anggaran mengakibatkan peningkatan 

pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah berarti juga meningkatkan anggaran 

belanja daerah. Peningkatan belanja daerah akan meningkatkan pembangunan prasarana 

dan sarana ekonomi di daerah yang selanjutnya akan menciptakan berbagai lapangan 
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kerja bagi masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

daerah tersebut. Peningkatan anggaran APBD semestinya diikuti oleh peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan lewat pendapatan per kapita per tahun dan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

 

 

 APBD Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2014 mencapai 

Rp.2.937.422.574.129,80.65 Namun nilai APBD ini tetap tidak bisa menyasar ke wilayah 

pulau kecil. Rendahnya IPM di Kabupaten Maluku Barat Daya dikarenakan tidak 

meratanya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten tersebut terlebih hingga masuk ke 

wilayah pulau kecil. Ketika masyarakat merasa belum sejahtera dalam artian secara 

umum dapat dikatakan bahwa tujuan pembangunan belum tercapai sehingga diperlukan 

evaluasi kinerja dari pemerintah. Paradigma pembangunan adalah suatu proses 

menyeluruh yang menyentuh seluruh aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan 

lainnya. Pembangunan merupakan cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan, 

dalam arti pembangunan baik secara proses maupun sebagai metode untuk mencapai 

peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat. 

III.2. Situasi dan Kondisi Pemenuhan Hak Asasi Manusia  

 Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai temuan KontraS selama melakukan 

penelitian lapangan di beberapa pulau kecil, Pulau Sunut, Pulau Bangka, dan Pulau 

 
65 http://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/BD%20Pergub-APBDP-2014.pdf diakses 

pada tanggal 24 April 2018 pukul 15:30 

http://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/BD%20Pergub-APBDP-2014.pdf
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Romang. Bab ini akan membahas tentang kondisi hak asasi manusia di pulau kecil dan 

potensi pemanfaatan dengan landasan teori kewajiban negara terhadap negara, memenuhi 

(to fulfil), melindungi (to protect), dan menghargai (to respect). 

 Masing – masing pulau memiliki latar belakang masalah yang berbeda-beda. 

Pertama, Pulau Sunut, pulau ini akan diprivatisasi oleh satu perusahaan, sementara warga 

yang sebelumnya tinggal di sana, dipindah ke daratan tanpa jaminan tempat tinggal 

berupa sertifikat. Kedua, Pulau Bangka, lebih dari lima tahun, perjuangan warga Bangka, 

Sulawesi Utara, melawan perusahaan tambang yang merusak lingkungannya. Munculnya 

pertambangan di Pulau Bangka, setidaknya menimbulkan beberapa dampak, seperti 

konflik internal antar warga. Ketiga, Pulau Romang, hingga kini, pencemaran 

lingkungan, konflik antar warga, dan menurunnya hasil panen warga menjadi masalah 

utama di Pulau Romang akibat pertambangan emas oleh satu perusahaan. Pulau-pulau 

kecil di Indonesia semakin rentan akibat dampak perubahan iklim. Kondisinya akan 

semakin diperparah jika pemerintah tidak memerhatikan kondisi sosial masyarakat dan 

keseimbangan ekologis untuk pulau – pulau kecil. Di bawah ini, Kontras ingin 

membeberkan terkait dengan situasi dan kondisi pemenuhan hak asasi manusia 

berdasarkan kunjungan KontraS ke tiga pulau tersebut.  

 

III.2.1. Hak Sipil dan Politik 

A. Kebebasan Bergerak untuk Bepergian dan Berpindah Tempat 

 Di pulau kecil, transportasi paling memadai untuk menuju desa satu dengan desa 

lainnya hanyalah speedboat atau katingting (perahu kecil). jalur transportasi darat belum 

ada untuk menghubungkan antar desa. Di lapangan, tidaklah semua masyarakat memiliki 

speedboat atau katingting. Mereka harus menyewa perahu untuk bisa pergi ke desa 

sebelah. Untuk jumlah speedboat, di Pulau Romang yang jumlah KK di atas 2000, hanya 

memiliki 3 buah speedboat saja. Kondisi ini jelas timpang untuk masyarakat mengakses 

daerah lain. butuh ongkos lebih untuk bisa keluar pulau.  
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Gambar 1 warga menyeberang laut yang sedang surut untuk menaiki speedboat  

 

Keterbatasan pilihan transportasi, baik menuju pulau Romang maupun keluar Pulau 

Romang membuat masyarakatnya seolah terisolir. Sebab, hanya ada kapal-kapal di hari-

hari tertentu yang mengangkut penumpang. Ini menjadi semakin sulit, sebab kehadiran 

kapal di/ke Pulau Romang tidak selalu pasti karena memerhatikan kekuatan ombak dan 

angin di laut. Ketika tiba di Pulau Romang pun, butuh koordinasi antara desa yang 

memiliki dermaga dengan desa yang jauh dari lokasi pemberhentian kapal, sebagai 

contoh, masyarakat desa Solath yang letaknya jauh dari tempat kapal berhenti, Desa Hila, 

kesulitan mengetahui waktu kedatangan kapal karena di Desa Solath akses jaringan 

telekomunikasi tidak ada. sehingga seringkali masyarakat sana harus menginap jika tidak 

ingin tertinggal kapal. 
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Gambar 2 anak-anak bermain di pinggir pantai. Pantai menjadi satu-satunya hiburan bagi warga 

mengingat sarana transportasi yang terbatas. (Pulau Bangka) 

Untuk sarana transportasi di Pulau Sunut, warga hanya mengandalkan transportasi 

pribadinya. Tidak ada angkutan umum yang mampu mengantarkan warga ke luar 

pemukiman. Hal ini mempersulit bagi warga yang tidak memiliki kendaraan untuk pergi 

ke luar rumah membeli barang kebutuhan. Lokasi dusun yang di pelosok desa ditambah 

dengan penuh jalan yang berlubang, makin menyulitkan warga untuk ke luar dusun dan 

membuat jalan semakin terasa jauh. Untuk masalah ini, lagi-lagi warga harus 

digantungkan oleh pemerintah dan perusahaan. Pemerintah berharap pada perusahaan 

untuk membangun jalan sebagai bentuk keseriusan perusahaan, sedangkan perusahaan 

menunggu langkah pemerintah untuk memuluskan jalan investasinya.  

Persoalan transportasi di pulau kecil di Indonesia mayoritas ialah ketiadaan jadwal 

yang pasti. Hal tersebut disebabkan karena alasan cuaca dan gelombang, selain itu ada 

alasan-alasan lain yang faktornya tidak diketahui. Namun, berdasarkan pembagian urusan 

konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ada kewajiban negara untuk 

menyediakan pelabuhan. Untuk konteks pulau kecil, jika melihat kapasitas warga dan 

lokasinya, dibutuhkan pelabuhan pengumpan yang menghubungkan antara 

kabupaten/kota. Berdasarkan UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, pelabuhan 

pengumpan lokal berperan sebagai tempat pelayanan moda transportasi laut untuk 

mendukung kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai tempat multifungsi selain 

sebagai terminal untuk penumpang juga untuk melayani bongkar muat kebutuhan hidup 
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masyarakat disekitarnya. Pelabuhan tersebut fokus utamanya ialah melayani penumpang 

dan barang antar kabupaten/kota dan/atau antar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota, 

juga menjadi pengumpan terhadap Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, dan/atau 

Pelabuhan Pengumpan Regional. Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal dapat 

mempermudah masyarakat pulau kecil untuk mobilisasi antarpulau, tanpa harus 

menggantungkan diri dengan jadwal kapal besar yang tidak pasti atau speedboat warga 

yang jumlahnya terbatas.  

 

B. Hak dan Jaminan terhadap Kelompok Minoritas dan Masyarakat Adat 

 Komite Hak Sipol pada 1994 mengadopsi elaborasi dan penjelasan mengenai 

pasal 27. Dalam Komentar Umum No. 23, setidaknya dapat diketahui lingkup “minoritas” 

yang eksis dalam sebuah Negara (atau yurisdiksi territorial) dapat berbasiskan atas: (1) 

etnis; (2) agama atau kepercayaan, dan; (3) minoritas dalam lingkup “bahasa”. Atas dasar 

lingkup tersebut, maka seseorang yang menjadi anggota kelompok minoritas, oleh 

Negara, wajib diberikan jaminan konstitusi dan hukum untuk menikmati kebudayaan, 

mempraktikan agamanya, dan menggunakan bahasa yang dimiliki. Sebagai contoh, 

dalam proses yudisial, seseorang – yang berasal dari kelompok minoritas – wajib 

disediakan fasilitas penerjemah, jika dirinya tidak mengerti bahasa resmi yang digunakan 

dalam persidangan. Menjadi kewajiban pemerintah untuk mengambil langkah-langkah 

dan upaya positif agar individu sebagai anggota kelompok minoritas dapat menikmati 

hak-haknya, termasuk memberikan perhatian untuk pelibatan kelompok dalam 

penyusunan peraturan perundang-undangan yang mempunyai efek atau dampak langsung 

maupun tidak langsung terhadap komunitas. 

Berdasarkan kasus yang ditemui oleh KontraS, masyarakat Pulau Romang sejak 

awal sudah menolak pertambangan karena pada kedatangannya, perusahaan tidak pernah 

diketahui oleh masyarakat. Kehadiran tambang di Pulau Romang diyakini oleh tetua adat 

sebagai akar konflik masyarakat adat di Roma. Contohnya, sengketa tanah yang terjadi 

di Dusun Oirlely, terjadi antara dua petuanan yang berbeda. Padahal, secara adat sudah 

ada aturan tentang pembagian tanah di Pulau Romang. Konflik tanah yang muncul 

berawal dari kehadiran perusahaan yang inign menambang di kawasan hutan. Sementara, 



 

 

 

 

 

52 

hutan yang ada telah disasi66, larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu 

sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewani 

maupun nabati) alam tersebut. Dalam banyak hal, seringkali keberadaan masyarakat adat 

menjadi termarjinalkan akibat aktivitas pihak ketiga, seperti perusahaan swasta maupun 

dalam negeri. Dampak keberadaan pihak ketiga paling nyata terlihat dari ancaman 

terhadap kondisi lingkungan yang menjadi basis mata pencaharian dan kehidupan 

masyarakat adat. Dalam konteks undang-undang, masyarakat adat diterjemahkan menjadi 

masyarakat hukum adat sebab masyarakat adat hanya akan ada di masyarakat hukum adat. 

Berdasar pada UU nomor 41 tahun 1999, UU nomor 18 tahun 2004, dan UU no 32 tahun 

2009, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat baik dari segi 

wilayah, pranata pemerintahan maupun norma hukum, dapat berjalan sesuai dengan apa 

yang diwariskan leluhur, bukan diatur oleh negara apalagi pihak yang berkepentingan. 

Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dapat dilakukan secara nyata oleh 

negara dengan menjamin keberadaan mereka dengan menetapkan pengakuan masyarakat 

hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota 

dalam 1 (satu) daerah provinsi. hal tersebut dilakukan untuk menghargai keberadaan 

masyarakat hukum adat yang telah lebih dulu ada sebelum negara. Selain itu, sebagai 

sebuah upaya untuk mencegah konflik yang akan menimpa masyarakat adat karena 

keberadaan pihak ketiga. 

 Sejatinya, dalam UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 

tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, eksistensi serta 

hak-hak Masyarakat Hukum Adat sudah diakui. Pengakuan ini terdapat dalam pasal 21 

yang menyebutkan bahwa Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan 

perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat 

Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat. Bahkan, pasal 22 

UU ini menyatakan bahwa ketentuan mengenai izin dalam melakukan usaha di pulau-

 
66 Sasi merupakan adat khusus yang berlaku hampir di seluruh pulau di Provinsi Maluku (Halmahera, 

Ternate, Buru, Seram, Ambon, Kep. Lease, Watubela, Banda, Kep. Kei, Aru dan Kep. Barat Daya dan Kep. 

Tenggara di bagian barat daya Maluku) dan Papua (Kep. Raja Ampat, Sorong, Manokwari, Nabire, Biak 

dan Numfor, Yapen, Waropen, Sarmi, Kaimana dan Fakfak). Sasi juga memiliki nama lain, yakni Yot di 

Kei Besar dan Yutut di Kei Kecil. Sasi juga dikenal sebagai cara pengolahan sumber daya alam di desa-

desa pesisir Papua. 
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pulau kecil dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat. Namun, secara prosedural, hak-

hak yang sejatinya dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat hanya dapat mereka dapatkan 

apabila Masyarakat Hukum Adat tersebut telah ditetapkan sebagai Masyarakat Hukum 

Adat oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Saat ini, masih sangat sedikit 

Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan sebagai Masyarakat Hukum Adat baik 

sehingga mayoritas Masyarakat Hukum Adat di Indonesia tidak mendapat hak-haknya 

sebagai Masyarakat Hukum Adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-

Undangan. Hal ini dikarenakan masih simpang-siurnya konsep dan definisi MHA, juga 

tidak adanya mekanisme dan prosedur pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak 

MHA secara pasti67. 

 Dari fakta ini dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun secara normatif UU 

01/2014 mengakui keberadaan, kekhususan, serta hak-hak Masyarakat Hukum Adat, 

namun norma ini nyaris mustahil diimplementasikan mengingat kebanyakan Masyarakat 

Hukum Adat di Indonesia belum mendapat pengakuan yuridis dari Pemerintah Daerah 

nya masing-masing. 

 

C. Hak atas Rasa Aman 

 Ada serangkaian kejahatan yang dilakukan, seperti ancaman, tindak kekerasan, 

pelanggaran aturan kepolisian, bahkan dugaan pembunuhan. Hal ini menyebabkan 

masyarakat di Pulau Romang merasa takut. Sehingga, tidak bisa berkegiatan secara bebas 

seperti biasanya. Ketakutan-ketakutan ini juga dimunculkan dari dipaksakannya 

masyarakat menjual tanahnya untuk operasi pengeboran. Jika tidak diberikan, biasanya 

ada ancaman atau paksaan lebih lanjut dari aparat untuk segera menyerahkan tanahnya. 

Dari hasil pemantauan dan kegiatan turun lapangan KontraS, hal ini juga terjadi pada 

masyarakat Pulau Bangka. Keberadaan pihak ketiga nyatanya membuat keamanan 

warganya terancam karena harus membela tanah dan lingkungan mereka.  

 Peraturan perundang-undangan yang ada tidak digunakan oleh pemerintah daerah 

untuk dengan maksimal. Pembangunan yang tidak mengutamakan keseimbangan 

ekologis pada kenyataannya akan memberi ancaman bagi lingkungan dan masyarakat 

 
67 Thontowi, Jawahir. "Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum 

Indonesia." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum20, no. 1 (2013): 21-36.  
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lokal itu sendiri. hal tersebut diperparah dengan kondisi bahwa keberadaan investasi tidak 

membuat pulau kecil menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga 

Pulau Bangka dan Pulau Romang, mereka merasa keberadaan perusahaan tambang 

membuat warga kesulitan mencari air bersih karena telah tercemar akibat kegiatan 

pertambangan. Selain itu, tidak ada perubahan signifikan yang dialami oleh warga dalam 

sisi mobilitas maupun pembangunan manusia, yang terlihat justru kerusakan lingkungan 

yang semakin memperburuk keadaan.   

 Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, membuktikan tidak terlindunginya 

masyarakat pulau kecil berdasar pada apa yang terjadi di Pulau Bangka dan Pulau 

Romang atas kesewenangan hukum dan menegaskan bahwa hilangnya hak atas rasa aman 

bagi warga pulau kecil dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Nasib warga 

kepulauan yang berhadapan dengan pihak ketiga, bisa dibilang cukup miris. Bukan hanya 

potensi kriminalisasi yang besar, melainkan kerusakan lingkungan yang masif.   

 

III.2.2. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

A. Hak atas Air Bersih  

 Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Kovenan Ekosob dan 

menyetujui Resolusi PBB tentang Hak Atas Air, pemerintah Indonesia memiliki 

kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang dapat memastikan bahwa setiap orang 

(warga negara Indonesia) dapat memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. 

Pemerintah Indonesia harus menunjukkan bahwa telah melakukan segala hal dengan 

sumberdaya yang dimiliki bagi tercapainya hak atas air bagi seluruh warga negara 

Indonesia. 

Akibat pengeboran tambang emas yang memiliki kedalaman lebih dari 100 meter, 

berdampak pada aliran air di daerah pegunungan yang menjadi sumber kehidupan warga. 

Setidaknya, di Desa Hila, Pulau Romang, Maluku Barat Daya ada beberapa mata air yang 

sudah kering maupun tercemar airnya. Mata air ini dulu sebagai media untuk menopang 

pertanian maupun kehidupan di desa, tetapi semenjak adanya operasi tambang maka 

kondisi air sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikonsumsi.  
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Gambar 1 mata air yang kering di Pulau Romang 

Sedangkan, di Pulau Sunut, pasca relokasi dari pulau tersebut karena privatisasi 

pulau, warga kini mencari air bagai mencari jarum ditumpukkan jerami. Anehnya, sudah 

lama hal ini menjadi momok bagi warga, belum ada solusi yang muncul dari masalah ini. 

di Sunut sendiri, kebutuhan air harus membeli drum berukuran besar dengan harga RP 

20.000.  Sebelum di relokasi, warga sunut bisa membeli 5-6 drum air dengan harga RP 

20.000. namun, setelah direlokasi, dengan nominal uang yang sama, mereka hanya dapat 

satu drum saja. Itu pun harus dihemat pemakaiannya untuk keperluan sehari-hari. 

Pasalnya, mereka harus menunggu truk tangki pembawa air untuk kembali datang ke 

dusun Sunut. Kalau mereka kehabisan air, ia terpaksa bertahan. Sebab, bagi beberapa 

warga Sunut, mereka mempunyai pandangan kalau “lebih baik meminta beras, daripada 

meminta air.” Perubahan ekonomi semenjak relokasi pun dirasakan oleh warga Sunut. 

Keperluan membeli kebutuhan harus ditempuh dan mengeluarkan uang yang lebih. 

Berbalik keadaannya sewaktu mereka masih di pulau, kebutuhan mereka bisa dibilang 

tidak kekurangan. Hal ini, sangat disayangkan oleh warga yang sebelumnya dijanjikan 

untuk dimudahkan aksesnya terhadap air.  
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B. Hak atas Kesehatan 

 

Gambar 2 Kondisi puskesmas pembantu yang berada di Desa Jerusu, Romang, Maluku 

Barat Daya (Dok. KontraS, 2016) 

Kondisi kesehatan maupun akses terhadap pelayanan kesehatan di pulau-pulau 

kecil sangatlah miris. Hal ini disebabkan beberapa alasan, seperti akses transportasi, akses 

terhadap informasi, dan akses keadilan yang berbeda jauh dari kondisi masyarakat di 

daratan. Kondisi ini semakin diperparah dengan abainya negara terhadap hal tersebut. 

hingga kini, belum ada regulasi yang ketat untuk mengedepankan pelayanan terhadap 

sektor apapun maupun dalam hal pembangunan masyarakat di pulau-pulau kecil.  

Akses transportasi, informasi, dan akses untuk mendapatkan keadilan yang sama 

susah digapai oleh masyarakat pulau kecil. pertama, akses transportasi, di pulau kecil 

biasanya hanya terdapat beberapa speedboat dan kapal besar yang hanya datang pada 

waktu-waktu tertentu. Hal tersebut jelas menyulitkan masyarakat jika ada kendala 

kesehatan. Terlebih, jarak yang ditempuh cukup jauh. Kedua, akses terhadap informasi, 

program-program pemerintah juga kerap kali tidak menyasar pada kelompok masyarakat 

di pulau-pulau kecil. sehingga, program semacam BPJS atau pelayanan kesehatan dari 

tingkat provinsi tidak mampu didapat. Ketiga, akses untuk mendapatkan keadilan yang 

sama, kondisi di atas menunjukkan adanya ketimpangan yang terjadi antara pulau kecil 

dan masyarakat daratan. Kemudahan-kemudahan masyarakat daratan untuk mengakses 

pelayanan kesehatan berbanding terbalik dengan akses yang harus ditempuh oleh 

masyarakat pulau-pulau kecil. Adanya disparitas antar wilayah daratan dan pulau-pulau 
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kecil, kondisi geografi yang jauh untuk ditempuh dari ibukota kecamatan yang berada di 

pesisir pantai daratan, iklim/cuaca yang sering berubah dan ekstrem. Demikian pula status 

kesehatan masyarakat yang masih rendah, sarana dan prasarana kesehatan terbatas baik 

dari jumlah, keterbatasan jenis termasuk mutu sumber daya manusia kesehatan, juga 

pembiayaan kesehatan terbatas, pengetahuan akan kebutuhan kesehatan masyarakat 

tersebut sangat diperlukan. Pelayanan kesehatan di pulaupulau kecil terutama dari sektor 

publik diperlukan. 

Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan masyarakat pulau kecil terpaksa menunggu 

bola seperti yang terjadi di Pulau Romang, Maluku Barat Daya. Untuk mencapai kota 

yang terdapat rumah sakit, perlu mengarungi selat selama dua jam atau menunggu kapal 

yang hanya dua kali dalam seminggu singgah. Berdasarkan data yang KontraS dapat, 

setelah kegiatan pertambangan di Pulau Romang dimulai, perlahan dampak yang 

ditimbulkan mulai terlihat. Mulai dari dampak lingkungan, hingga pencemaran yang 

berpengaruh pada kesehatan warga. Koalisi #SaveRomang mendata setidaknya dampak 

pertambangan tersebut muncul dominan di desa tempat PT Gemala Borneo Utama 

beroperasi.  

 

 

Table 1 data ini dikumpulkan oleh SaveRomang bersama KontraS untuk mengumpulkan penyakit-

penyakit yang muncul sejak pertambangan beraktivitas di Pulau Romang. (dok. SaveRomang dan 

KontraS, 2017) 
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Data di atas bukan menyimpulkan bahwa penyakit yang muncul hadir akibat 

keberadaan tambang. Tapi, setidaknya, penyakit-penyakit di atas tidak pernah ada 

sebelum beroperasinya PT Gemala Borneo Utama. Data-data tersebut akan kami teliti 

lebih jauh, terkait munculnya penyakit yang terdata oleh Koalisi #SaveRomang dengan 

hadirnya PT Gemala Borneo Utama. Tentu gejala-gejala yang muncul pada masyarakat 

Romang harus didiagnosis lebih jauh untuk mengetahui penyebab dan penyakitnya. 

Sementara, Di Pulau Romang terdapat satu puskesmas dan dua pustu (puskesmas 

pembantu). Kondisinya pun tidak layak. Sarana dan prasarana obat-obatan yang minim 

tidak cukup untuk kebutuhan puskesmas. Jika sudah sakit parah, masyarakat hanya bisa 

“tunggu mati”. sebab, tidak adanya obat, keterbatasan tenaga medis dan kemampuan 

tenaga medis itu sendiri, sulitnya transportasi, dan jauhnya jarak menuju rumah sakit. 

Kondisi ini tidak berbeda jauh dengan pulau lain, sebut saja Pulau Bangka, Sulawesi 

Utara. Ketergantungan pada pemilik kapal yang hanya dimiliki oleh beberapa orang di 

pulau menyulitkan kondisi mereka yang sedang sakit atau membutuhkan pelayanan 

kesehatan. Di sisi lain, kedua pulau tersebut terdapat masalah lain, yaitu pertambangan 

yang akan merusak lingkungan dan terganggunya sektor mata pencaharian mereka. 

Sedangkan di Gili Sunut, tidak ada pusat pelayanan kesehatan setingkat dusun di 

pulau tersebut. Untuk ke puskesmas, warga harus menyeberang laut dengan sampan dan 

harus menyambung transportasi darat. Begitupun setelah mereka direlokasi. Kondisi yang 

tidak begitu jauh hanya memangkas jarak Gili Sunut ke daratan. Tapi, lokasi relokasi 

yang berada di dekat laut dan jauh dari pusat kota pun masih menyulitkan akses warga 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Belum lagi jalanan yang berbatu dan ketiadaan 

transportasi darat semakin menyulitkan mereka ketika sedang membutuhkan bantuan.  

Tantangan pelayanan kesehatan di pulau-pulau kecil cukup berarti dikarenakan 

kondisi geografis dan iklim yang sering sangat ekstrim sehingga menyebabkan 

keterbatasan dari masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih lengkap yang 

berlokasi di daratan menjadi kurang. Demikian pula minat tenaga kesehatan untuk 

bertugas di daerah ini dan sekitarnya agak rendah. Hal ini terbukti walaupun ada fasilitas 

kesehatan berupa puskesmas pembantu namun tidak berfungsi dikarenakan tenaga 

kesehatan tidak berminat untuk bermukim. Keadaan lain adalah peralatan medis yang 

tersedia untuk pelayanan kesehatan belum lengkap. Sementara pelayanan kesehatan di 
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posyandu hanya sekali dalam sebulan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berada 

di puskesmas. 

Melihat kondisi masyarakat yang berada di pulau-pulau kecil yang jauh dari 

fasilitas kesehatan yang memadai, pendekatan pelayanan masyarakat dalam untuk 

memenuhi kebutuhan kesehatan perlu dilakukan dan pemberian pelayanan kesehatan 

berkualitas. Hal ini harus diutamakan untuk pulau-pulau kecil. sebab melihat kondisi 

geografis dan iklim yang tak menentu, membuat mereka sulit mengakses pelayanan 

kesehatan. Lemahnya sistem kesehatan di kabupaten mengakibatkan pelayanan kesehatan 

terhadap masyarakat yang ditinggal di pulau-pulau kecil tidak terpenuhi akan kebutuhan 

kesehatan mereka konkretnya, perlu ada satu kebijakan khusus yang mengatur tentang 

pemenuhan kesehatan di pulau kecil.   

 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dapat diukur dari tingkat 

mortalitas dan morbiditas penduduk dipengaruhi oleh empat faktor penentu, yaitu: faktor-

faktor lingkungan (45 persen), perilaku kesehatan (30 persen), pelayanan kesehatan (20 

persen) dan kependudukan/keturunan (5 persen). Berdasarkan konsep derajat kesehatan 

yang dikemukakan oleh Blum, faktor terbesar yang memengaruhi derajat kesehatan 

seseorang yaitu faktor lingkungan. Konsep ini menegaskan bahwa lingkungan yang baik 

akan mendorong secara langsung peningkatan derajat kesehatan.68 Data BPS mengenai 

jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Lombok Timur menurut kecamatan di tahun 

2014 menjelaskan bahwa di kecamatan Jerowaru tidak memiliki fasilitas kesehatan 

berupa Rumah Sakit, ketersediaan puskesmas-pun di kecamatan Jerowaru hanya ada 2 

itupun kondisinya sudah sangat tidak layak.69 

 

 
68 http://ipm.bps.go.id/assets/files/ipm_2013.pdf diakses pada tanggal 19 April 2018 pukul 16:01 

69https://lomboktimurkab.bps.go.id/dynamictable/2015/11/04/15/jumlah-fasilitas-kesehatan-di-kabupaten-

lombok-timur-menurut-kecamatan-tahun-2014.html diakses pada tanggal 20 April 2018 pukul 14:00 

http://ipm.bps.go.id/assets/files/ipm_2013.pdf
https://lomboktimurkab.bps.go.id/dynamictable/2015/11/04/15/jumlah-fasilitas-kesehatan-di-kabupaten-lombok-timur-menurut-kecamatan-tahun-2014.html
https://lomboktimurkab.bps.go.id/dynamictable/2015/11/04/15/jumlah-fasilitas-kesehatan-di-kabupaten-lombok-timur-menurut-kecamatan-tahun-2014.html
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Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur (2014) 

Salah satu faktor penentu untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status 

kesehatan penduduk adalah ketersedian dan keterjangkauan fasilitas dan sarana 

kesehatan. Menyediakan fasilitas kesehatan yang terjangkau dan memadai menjadi salah 

satu tugas pemerintah dalam rangka menciptakan pembangunan manusia yang 

berkelanjutan. Hal yang terjadi di pulau Romang menjadi contoh buruk pemerintah dalam 

ketidak tepat sasaran dalam penggunaan APBD menghadirkan fasilitas dan sarana 

kesehatan yang memadai untuk masyarakat. Fasilitas kesehatan yang disediakan oleh 

pemerintah yang dialokasikan dari APBD sangat diharapkan memberikan kesehatan 

masyarakat yang baik dan memberikan kehidupan yang lebih baik pula dan seharusnya 

APBD untuk kesehatan memberikan pengaruh positif terhadap IPM di seluruh wilayah 

Kabupaten yang disasar oleh APBD tersebut. 

Berdasarkan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota wajib melakukan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui 

tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha 

tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sementara, kewenangan pusat harus 

menyediakaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan suplemen kesehatan sebagai program 

nasional dan turut melakukan pengawasan ketersediaan pemerataan dan keterjangkauan 

obat dan alat kesehatan, serta pembinaan dan pengawasan industri tersebut. Namun, yang 

terjadi ialah tidak sama sekali dijalankan di lingkup pulau kecil. 
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C. Hak Memperoleh Akses Menuju Pendidikan Tinggi 

 Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, 

pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang 

dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah 

untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai 

akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.70 Indeks 

Pembangunan Manusia bermanfaat untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan 

ekonomi terhadap kualitas hidup manusia, mengukur keberhasilan dalam upaya 

membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), menilai tingkat 

perkembangan sosial dan ekonomi negara, dan menentukan peringkat atau level 

pembangunan suatu wilayah/negara. Pada dasarnya, IPM merupakan cerminan dari 

kualitas kesehatan (angka harapan hidup saat lahir), pendidikan (lama bersekolah) dan 

perekonomian (pendapatan per kapita) suatu negara maupun wilayah. Meskipun begitu, 

IPM dapat berfungsi sebagai indikator kesenjangan apabila dipecah berdasarkan wilayah 

maupun komponen yang lebih kecil lagi. 

 

 
70 UNDP Human Development Data. https://databoks.katadata.co.id/datablog/2017/05/28/revolusi-mental-

pembangunan-manusia-indonesia diakses pada tanggal 18 April 2018 pukul 12:47 

https://databoks.katadata.co.id/datablog/2017/05/28/revolusi-mental-pembangunan-manusia-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datablog/2017/05/28/revolusi-mental-pembangunan-manusia-indonesia
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Dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, data UNDP menunjukkan 

Indonesia selama bertahun-tahun berkutat dengan permasalahan pendidikan, dimana nilai 

indeks pendidikan Indonesia berada dibawah indeks pendapatan (kesejahteraan) dan 

kesehatan.71 Permasalahan ini kemudian diperparah dengan ketimpangan pembangunan 

–baik fisik dan manusia– antara di Pulau Jawa dan Luar Jawa. Meskipun data BPS 

menunjukkan Rasio Gini Indonesia mengalami perbaikan secara signifikan ditandai 

dengan menurunnya angka gini, yang bermakna kesenjangan semakin menyempit, namun 

ketimpangan infrastruktur, dan fasilitas menyebabkan pembangunan fisik dan manusia 

mengalami kesenjangan antara pulau besar dan pulau kecil. Pada dasarnya untuk 

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu wilayah, pemerintah 

setempat harus fokus di tiga komponen seperti kesehatan, pendidikan dan perekonomian. 

Beberapa strategi umum yang dapat dan telah dilakukan oleh pemerintah adalah 

meningkatkan layanan kesehatan, kualitas pendidikan, lapangan pekerjaan maupun 

pembangunan infrastruktur terutama di daerah tertinggal dan terpencil. Pembangunan 

manusia seharusnya menjadi tujuan akhir dari pembangunan ekonomi dan merupakan 

cara terbaik untuk memajukan pembangunan. Pembangunan manusia bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan penduduk untuk menuju hidup yang lengkap misalnya umur 

panjang, kesehatan yang baik, pendidikan yang baik pula, pendapatan yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-

keputusan yang menyangkut dirinya (Samosir; 2011) 

 
71 https://minutkab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1 

https://minutkab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1
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Ada dua hal yang terdampak akibat sulitnya transportasi di Pulau Romang, pertama di 

bidang pendidikan, kedua, di bidang kesehatan. Pemenuhan kebutuhan di kedua sektor 

tersebut jelas berkaitan dengan sulitnya akses transportasi di Pulau Romang. Keterbatasan 

katingting dan speedboat ini memaksa mereka harus berjalan 3-4 km setiap harinya 

menuju sekolah.  

 

D. Hak Jaminan Kepemilikan Tempat Tinggal 

 Warga Sunut hingga kini masih digantungi oleh status tanah yang mereka tinggali 

karena takkunjung diberikan sertifikat kepemilikan. Informasi simpang siur yang diterima 

oleh masyarakat Sunut dari pemerintah maupun perusahaan sangat merepotkan. Di satu 

sisi, masyarakat Sunut menganggap kalau tanahnya sudah didaftarkan ke prona (proyek 

nasional) untuk pembuatan sertifikat oleh perusahaan. Namun, setelah pihak KontraS 

mendatangi BPN Lombok Timur, yang bersangkutan mengatakan belum adanya 

pengajuan sertifikasi tanah untuk masyarakat Sunut.  
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Figure 3 salah satu rumah tetua adat di Pulau Romang, Maluku Barat Daya (dok. 

KontraS, 2017) 

Dari realitas ini tergambar jelas bahwa ketakutan warga akan kerusakan lingkungan 

yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan begitu besar. Ketakutan ini tidak bisa 

diredam dan didamaikan dengan sejumlah regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Di titik 

ini, dapat dilihat sikap pesimis masyarakat akan penerapan adanya peraturan perundang-

undangan yang mengatur pertambangan. Masyarakat seakan melihat regulasi sebagai alat 

pemerintah dan pengusaha untuk merusak lingkungan mereka. Keberpihakan pemerintah 

dalam permasalahan ini yang lebih condong kepada pengusaha seakan pertambangan ini 

hanya membawa dampak positif bagi pembangunan daerah tanpa ada dampak negatif 

yang ditakutkan warga (Alex Jebadu, Marsel Vande Raring, dkk ed. 2009). 

 

E. Hak atas Kesempatan untuk Mencari Nafkah melalui Pekerjaan  

 Konflik dalam memperebutkan baik lahan maupun sumber daya alam antara 

masyarakat dengan perusahaan atau investor atau pengusaha merupakan masalah yang 

cukup sering terjadi di daerah-daerah yang memiliki keindahan alam serta sumber daya 

alam yang melimpah, termasuk di daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tidak 

jarang, hadirnya perusahaan dalam bentuk pembangunan resort, usaha tambang, usaha 

perkebunan, dan sebagainya di daerah-daerah ini justru memberikan kerugian bagi 
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masyarakat sekitar. Kerugian ini biasa terlihat dalam bentuk rusaknya lingkungan sekitar, 

berkurangnya sumber air, sampai penggusuran paksa yang berakibat pada hilangnya mata 

pencaharian serta tempat tinggal bagi masyarakat sekitar. Pada kasus Gili Sunut, warga 

menerima relokasi dengan berbagai janji yang ditawarkan oleh perusahaan, namun 

sampai sekarang tidak pernah dipenuhi. Di Pulau Bangka, usaha tambang oleh PT Mikgro 

Metal Perdana mengakibatkan kerusakan lingkungan yang merugikan warga. Jalur 

hukum yang ditempuh warga, meskipun memberikan kemenangan kepada warga dengan 

dibatalkannya IUP eksplorasi oleh PTUN, justru tidak ditanggapi oleh Pemerintah dengan 

dalih obyek perkara yang dipersengketakan nihil sehingga putusan tidak dapat di 

eksekusi. Bahkan, Menteri ESDM saat itu, Jero Wacik, justru meningkatkan IUP 

eksplorasi yang dimiliki oleh perusahaan menjadi IUP Operasi Produksi. Hal ini 

kemudian disusul dengan Pemprov Sulawesi Selatan yang mengeluarkan Perda Nomor 1 

tahun 2014 tentang RTRW Sulawesi Utara yang memasukkan wilayah Pulau Bangka 

sebagai wilayah pertambangan. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak 

hanya luput dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat ketika berhadapan 

dengan investor, namun juga dalam beberapa kasus justru mengeluarkan kebijakan yang 

mendukung investasi yang merugikan warga lokal. 

 Sejatinya, Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 telah memberikan perhatian 

khusus pada kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan seperti masyarakat pulau-

pulau kecil ini. Realita menunjukkan bahwa dalam perebutan sumber ekonomi antara 

kelompok ekonomi kuat dengan kelompok ekonomi lemah hanya akan melanggengkan 

kepentingan kelompok ekonomi kuat dan terus-menerus menindas kelompok ekonomi 

lemah. Oleh karena itu, Pemerintah harus secara aktif melindungi kepentingan 

masyarakat yang tidak memiliki sumber daya dan teknologi yang setara dengan pemodal. 

Dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dinyatakan setiap orang berhak untuk mendapatkan 

kemudahan dan perlakuan khusus dalam kerangka untuk memperoleh persamaan. Artinya 

negara harus memberikan perlakuan khusus, kemudahan bagi kelompok masyarakat yang 

lemah agar mereka mampu memberdayakan dirinya, sehingga berada pada posisi yang 

sama dengan yang kuat72. Oleh karena itu, dalam kondisi adanya usaha pembangunan 

oleh pemodal di pulau-pulau kecil, pasal 28H ayat (2) UUD mengamanatkan bahwa 

 
72 Keterangan Prof. Nurhasan Ismail sebagai ahli dalam siding MK mengenai Pengujian Undang-Undang 

nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terpencil 
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Pemerintah harus memberikan perlakuan khusus kepada masyarakat sekitar demi 

memastikan keberadaan proyek-proyek tersebut tidak merugikan masyarakat. Dalam 

konteks administrasi, upaya ini dapat dilakukan dengan  Pemerintah bertindak selektif 

dalam memberikan izin kepada pengusaha yang ingin melakukan usaha di pulau-pulau 

kecil dengan memastikan adanya jaminan bahwa usaha yang dimaksud tidak akan 

merusak lingkungan, dan memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat sekitar. Selain 

itu, terhadap usaha-usaha yang membutuhkan izin lingkungan seperti pertambangan, 

Pemerintah harus secara aktif melakukan pengawasan mengenai kepatuhan perusahaan 

terhadap izin lingkungan tersebut. Bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran 

terhadap izin lingkungan, Kepala Daerah dapat memberikan sanksi administratif kepada 

perusahaan berdasarkan pasal 76 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila Kepala Daerah lalai terhadap pelanggaran izin 

lingkungan ini, maka Menteri Lingkungan Hidup dapat memberikan sanksi administratif 

kepada perusahaan yang memegang izin lingkungan.  

 

III.3. Potensi Pemanfaatan Pulau Kecil dengan Perspektif Hak Asasi Manusia 

 Dalam pidatonya, pada KTT ke-9, East Asia Summit (EAS) pada 13 November 

2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia 

sebagai Poros Maritim Dunia sehingga agenda pembangunan akan difokuskan pada 5 

(lima) pilar utama, yaitu membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga 

sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatakan 

nelayan pada pilar utama, memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan 

konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri 

perkapalan, dan pariwisata maritim73. Potensi pembangunan di sektor pulau-pulau kecil 

jelas terlihat, hanya saja paradigma apa yang hendak digunakan negara dalam 

membangun dari pinggir supaya tetap berlekanjutan.  

 Paradigma pembangunan yang diterapkan Indonesia masih paradigma 

fungsionalis. paradigma ini dimotori oleh teori-teori modernisasi yang menyatakan 

bahwa suatu bentuk transformasi dari keadaan yang tradisional berkembang menjadi ke 

 
73 Sumber https://maritim.go.id/mewujudkan-mimpi-indonesia-menjadi-poros-maritim-dunia/ diakses 

pada 30 Mei 2017 pukul 11.54  

https://maritim.go.id/mewujudkan-mimpi-indonesia-menjadi-poros-maritim-dunia/
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arah modern. Sekilas, paradigma ini memang dirasa yang paling cocok untuk kondisi 

Indonesia sekarang karena fokus perhatian pembangunan sosial dan ekonomi lebih 

mengarah pada pengurangan angka kemiskinan ataupun program pengentasan 

kemiskinan. Namun, ada beberapa hal yang dilupakan oleh paradigma ini, partisipasi dan 

kelestarian lingkungan. Akibatnya, pembangunan yang diharapkan dapat tumbuh dan 

berkembang, nyatanya hanya bernasib sementara. Hal ini terjadi pada pembangunan di 

sektor apapun, baik pariwisata maupun pertambangan di pulau kecil. 

Di sektor pariwisata, hal tersebut terjadi di Bali. Berdasarkan Badan Pusat Statistik 

Provinsi Bali, pada tahun 2014, tingkat kemiskinan di Buleleng mencapai 5,19% dari 

jumlah pendudk 625.125, tertinggi dari angka kemiskinan di Provinsi Bali sebesar 4,1%. 

Pada tahun 2016 sendiri, tercatat setidaknya 21 desa di Buleleng yang memiliki tingkat 

kemiskinan di atas 30%74. Kondisi menjadi ironis melihat Bali adalah ikon pariwisata 

terbesar di Indonesia sejak zaman orde baru. Selain Buleleng, ada Pulau Komodo dan 

Pulau Rinca yang mengalami hal serupa. Sementara Komodo mendunia, masyarakat 

kedua pulau tersebut harus hidup apa adanya. Menukil berita detik.com (31/10) bahwa di 

Pulau Komodo, tinggal sekitar 1.300-an orang jumlahnya tak jauh beda dengan di Pulau 

Rinca. Dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang tidak sesuai dengan apa yang 

diiklankan pada sektor pariwisatanya. Keterbatasan mengakses listrik, kesulitan mencari 

air bersih adalah contoh kecil bahwa mendorong industri pariwisata tidak berpengaruh 

pada laju pemenuhan kualitas hidup masyarakatnya. Alih-alih membawa kesejahteraan, 

pembangunan sektor pariwisata adalah narasi tentang apa yang membuat rakyat miskin, 

bagaimana mereka menjadi tetap miskin, dan mengapa mereka menjadi semakin miskin 

(Dale, 2013).  

Potret buruk kualitas hidup masyarakat di sektor yang kerap “dijual” sebagai lokasi 

pariwisata tak jauh beda dengan daerah-daerah yang dihadirkan pertambangan dengan 

alih-alih untuk keperluan bersama, sebut saja, pembangunan pabrik semen di Rembang, 

pertambangan di Pulau Bangka dan Pulau Romang, juga reklamasi yang terjadi di 

beberapa titik pantai. Kenyataannya industri tambang dan migas adalah monster yang 

mengancam keberlangsungan hidup masyarakat khususnya di lingkar tambang. 

Hilangnya ruang hidup masyarakat, kemiskinan, pelanggaran HAM, hancurnya fungsi-

 
74 Sumber http://www.koranbuleleng.com/2016/03/16/21-desa-di-buleleng-miliki-tingkat-kemiskinan-

diatas-30-persen/ diakses pada pukul 30 Mei 2017 pukul 12.13 

http://www.koranbuleleng.com/2016/03/16/21-desa-di-buleleng-miliki-tingkat-kemiskinan-diatas-30-persen/
http://www.koranbuleleng.com/2016/03/16/21-desa-di-buleleng-miliki-tingkat-kemiskinan-diatas-30-persen/
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fungsi layanan alam dan sarang yang nyaman bagi korupsi adalah sekelumit gambaran 

nyata dari industri tambang dan migas. Sayangnya industri ekstraktif kaya daya rusak ini 

malah diklaim sebagai modal pembangunan dan sumber devisa negara. 

Langit biru, angin kencang, buih ombak, bungalow dan khas pantai memang amat 

menggoda untuk dilirik. Kemampuan alam untuk menyerap daya tarik investasi dan 

lapangan kerja tidaklah sepenuhnya salah. Suyadnya (2016) mengatakan bahwa sebagai 

industri jasa, pariwisata merupakan industri yang menganut pola kerja jaringan dengan 

sektor lainnya seperti sektor pertanian, sarana/prasarana, transportasi dan komunikasi. Ini 

yang membuat pariwisata menjadi salah satu sektor yang diharapkan meraup rupiah ke 

dalam kantong-kantong investasi.  

Dalam sektor pariwisata, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan 

memiliki kaitan yang akrab. Tanpa adanya peran dari masyarakat, proyek pembangunan 

pariwisata hanya menggerakkan koin mengisi kantung-kantung investasi semata. 

Sementara, terjadi degradasi lingkungan, usaha-usaha pembangunan ditandai dengan 

eksploitasi sumber daya alam. Kekayaan yang diambil dari sumber-sumber, seharusnya 

dapat dipertanggungjawabkan tetapi seringkali tidak membawa keuntungan bagi 

penduduk lokal, juga masyarakat luas. Wood (1997) dan Picard (1990; 1997)75 

menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata telah menyebabkan ketimpangan 

ideologis, struktural, ekonomis, geografi dan organisasional. Mulai dari perkembangan 

kapitalisme global dalam eksploitasi sumber daya lokal, komoditisasi kebudayaan lokal 

untuk kepentingan pariwisata, bahkan yang dilakukan oleh kalangan misionaris agama-

agama besar di dunia, yang kenyataannya telah mendesak masyarakat lokal untuk 

menjadi penonton di rumahnya sendiri. 

Atas kondisi yang masih menjadi problema di masyarakat kepulauan tersebut, perlu 

adanya standar khusus yang harus dilakukan negara dalam merencanakan pengelolaan 

dan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Dalam rencana pembangunan yang besar dan terukur, 

negara harus menggunakan instrumen HAM yang juga direalisasikan dengan standar 

HAM untuk lebih memudahkan dalam mengukur hasilnya juga kemajuannya secara 

institusional. Di samping itu, pertanggungjawaban negara terkait pemenuhannya terhadap 

HAM dapat disampaikan secara berkala kepada komunitas internasional dan juga kepada 

 
75 Picard, Michel. 1990. Cultural Tourism and Touristic Culture. Singapore: Archipelago Press 
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masyarakatnya. Untuk memulai langkah tersebut, terdapat dua pendekatan besar untuk 

menguji kewajiban negara, yaitu kewajiban berbasis hasil dan tindakan. Kedua, 

kewajiban yang dilakukan pada tiga tingkatan, (1) kewajiban menghormati, (2) kewajiban 

melindungi, (3) kewajiban memenuhi. 

 Usaha untuk mendorong pemanfaatan pulau kecil dengan basis pengembangan 

pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, ataupun aspek-aspek lainnya yang tidak 

merugikan lingkungan harus diwujudkan. Sebab, pada upaya pengembangan jasa 

lingkungan di pulau kecil akan berpotensi merusak lingkungan seperti yang terjadi di 

Pulau Romang dan Pulau Bangka. Persoalan-persoalan mendasar pada pemanfaatan 

pulau kecil ialah memaksakan investasi masuk demi komoditas negara namun abai pada 

daya dukung lingkungan sebuah daerah.  Dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, negara 

bisa berpegangan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Acuan tersebut sudah menjadi 

kewajiban negara untuk dimasukkan dan dijadikan standar dalam merencanakan ide 

pembangunan. Di sisi lain, berlanjutnya konflik dan kekerasan di sektor tambang masih 

terkait dengan minimnya pengelolaan negara, dalam hal ini pemerintahan pusat, pemda, 

dan di sektor keamanan untuk merespon gejolak sosial yang berpotensi memicu konflik 

lebih lanjut antara warga dengan negara, baik keterlibatan unsur pemerintah yang lebih 

condong memberikan perlindungan kepada korporasi investasi, maupun antara warga 

dengan aktor nonnegara--melalui pemberian izin yang melampaui batas maksimal dan 

jamaknya tidak melalui proses konsultasi dengan publik. 

 Dalam hal sektor keamanan, TNI dituntut untuk tidak melakukan aktivitas bisnis 

yang menyalahi norma yang diatur di dalam UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional 

Indonesia. Polri juga harus tunduk pada aturan yang diatur di dalam UU No. 22/2000 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditambah dengan hadirnya Peraturan 

Kapolri No. 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam 

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aturan yang 

mengikat seluruh internal kepolisian di Indonesia. Jika terdapat kesalahan prosedur, 

tindak sewenang-wenang terutama dalam penanganan konflik di sektor bisnis, maka 

adalah kewajiban dari 2 institusi sektor keamanan ini untuk membuka ruang penyelidikan 

dan penyidikan secara akuntabel dan transparan. 

 Kasus-kasus yang terjadi di Pulau Sunut, Pulau Bangka, Pulau Romang, dan 

beberapa pulau lainnya hanyalah potret kecil dari buruknya pengelolaan dan pemanfaatan 
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pulau-pulau kecil. Negara seolah tidak memiliki masterplan dalam pengelolaan daerah 

tersebut. Baik dari sektor pariwisata maupun industri, belum menjamin terbaginya “kue” 

secara merata dan berdampak langsung pada masyarakat. Selebihnya, yang dirasakan 

masyarakat adalah kondisi stagnan sama seperti ketika belum adanya isu pembangunan 

oleh negara. Lebih dari itu, di era globalisasi ini peluang perampasan hak-hak ekosos 

semakin besar dengan semakin terbukanya ekspansi kekuasaan bisnis yang dicapai 

melalui deregulasi dan privatisasi pelayanan umum. Amnesty Internasional 

mengemukaakan panjangnya daftar pelanggaran HAM oleh perusahaan; dari penggunaan 

budak di Burma, represi terhadap kelompok oposisi di Nigeria, dan perebutan tanah-tanah 

masyarakat lokal.76 

 Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang harus dikedepankan bahwa hak 

asasi manusia tidak terbagikan (indivisible). Seluruh golongan hak merupakan satu 

kesatuan dan saling menentukan. Keterkaitan anatara hak antara hak sipol dan ekosob 

telah ditegaskan pula dalam berbagai konvensi internasional, seperti DUHAM, Deklarasi 

Wina (1993), Proklamasi Teheran (1997),77 Deklarasi Hak Atas Pembangunan (1986),78 

dan berbagai instrumen hak asasi manusia global lainnya. dari banyaknya instrumen 

tersebut, memberi gambaran nyata bahwa masyarakat internasional secara legal semakin 

mengakui tak terbagikannya hak asasi manusia. 

 Dengan demikian, pengelolaan beserta pemanfaatan pulau-pulau kecil harus 

disertai dengan standar penegakan hak asasi manusia. Standar HAM ini tidak hanya 

ditujukan untuk melindungi individu dari penyelewengan kekuasaan oleh negara, tetapi 

juga terhadap penggunaan kekuasaan lain (non-state actor) yang dapat mengancam 

pemenuhan hak asasi manusia.  

 

 

 

  

 
76 Amnesty international dan Prince of Wales Leader Forum. “Human Rights Is It Any of Your Business?” 

April 2000.  

77 UNGA Res. 32/130. 16 Desember 1977 

78 UNGA Res. 41/128 (1986) 
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BAB IV 

SIMPULAN 

IV.1. Kesimpulan 

 Di luar permasalahan yang muncul akibat pihak ketiga yang hadir, masyarakat 

pulau kecil sudah dihadapkan dengan persoalan sistemik yang menyulitkan mereka untuk 

menjalankan kegiatan sehari-harinya, sebut saja akses terhadap transportasi, listrik, 

kesehatan, juga komunikasi. Persoalan kesehatan di Pulau Romang, misalnya, 

masyarakat yang hidup di pulau-pulau kecil sangat terbatas dalam pemenuhan kebutuhan 

akan pelayanan kesehatan. Pemahaman akan kebutuhan kesehatan dari masyarakat 

tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pelayanan 

kesehatan demi meningkatkan status kesehatan mereka. Tapi, hadirnya masalah baru 

akibat pihak ketiga, justru lebih banyak menimbulkan masalah baru dan tertutupnya 

masalah sistemik yang ada. Dalam penetapan pengelolaan pulau kecil, sudah semestinya 

negara melihat kondisi pulau yang akan jadi target pembangunan. Negara harus 

mendahulukan perencanaan terpadu sebelum mendorong masuknya laju investasi di 

sektor apapun ke pulau kecil. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan 

tersebut, seperti ekosistem, daya dukung lingkungan, dan potensi alam yang terdapat di 

masing-masing pulau.  

Pengakuan HAM dalam pembangunan memang menghadapi banyak tantangan, 

utamanya dengan sebagian orang beranggapan bahwa HAM merupakan hambatan dalam 

pembangunan. Pandangan ini kemudian menjadi legitimasi bagi pembangunan yang 

melanggar hak-hak individu sehingga berujung pada praktek-praktek represif, 

pembatasan partisipasi rakyat, dan eksploitasi, baik sumber daya alam maupun sumber 

daya manusia.79 Pada deklarasi ini, hak atas pembangunan dinyatakan sebagai hak asasi 

manusia yang tidak dapat dicabut berdasarkan atas setiap manusia dan semua orang 

memiliki hak untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam penikmatan terhadap 

pembangunan ekonomi, sosial, kultural dan politik, jika hak asasi manusia dan kebebasan 

fundamental dapat sepenuhnya terwujud.80 Selain itu, disebutkan bahwa Manusia 

 
79 Hasyim, Dardiri. "Perencanaan Pembangunan Berwawasan HAM Menuju Pembangunan Berpusat Pada 

Rakyat." Unisia31, no. 68 (2008) 

80 Pasal 1 Deklarasi Hak atas Pembangunan 
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merupakan subyek sentral dari pembangunan dan semua manusia punya tanggung jawab 

dalam pembangunan, individu dan kolektif, mempertimbangkan kebutuhan untuk 

penghormatan penuh atas hak asasi manusia dan kebebasan fundamental seperti tugasnya 

kepada komunitas, yang mana dapat memastikan kebebasan dan pemenuhan yang 

lengkap sebagai manusia, dan juga harus mempromosikan dan melindungi langkah 

politik, sosial dan ekonomi untuk pembangunan. Negara memiliki hak dan tugas untuk 

memformulasikan kesesuaian kebijakan pembangunan nasioanal yang bertujuan 

peningkatan kesejahteraan bagi seluruh populasi dan individu atas dasar keaktifan, 

kebebasan dan partisipasi yang bermakna dalam pembangunan dan distribusi yang adil 

atas manfaat yang dihasilkan. Adapun yang dimaksud dengan manusia sebagai subyek 

sentral dari pembangunan adalah bahwa manusia merupakan obyek sentral, pelaku, dan 

pengambil untung dari pembangunan. 

Melalui otoritas pemerintah pusat, sudah semestinya upaya membangun dari 

pinggir diterjemahkan dengan membangun berdasarkan daya dukung ekologis yang 

sejalan dengan sumber daya manusia yang ada di pulau-pulau kecil. Konsep membangun 

dari pinggir seharusnya tidak diimplementasikan dalam bentuk pembukaan keran besar-

besaran investasi yang sifatnya destruktif, terlebih lagi kehadirannya merugikan 

masyarakat dan lingkungan sebagaimana yang terjadi di Pulau Bangka, Pulau Sunut, dan 

Pulau Romang.  

Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam UU nomor 32 tahun 2004, 

merupakan landasan yang kuat untuk mencapai pengelolaan sumber daya pesisir dan 

kelautan secara berkelanjutan. Agar otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap 

pengelolaan sumber daya pesisir laut, maka perlu adanya komitmen bersama yang 

konkret antar pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat secara berkelanjutan. Dengan 

alokasi anggaran yang besar dan penggunaan APBD yang tepat sasaran semestinya 

permasalahan peningkatan indeks pembangunan manusia dapat teratasi dengan baik 

seperti perbaikan di sektor pendidikan, fasilitas kesehatan tentunya yang akses 

transportasinya dapat dijangkau oleh semua masyarakat dan juga pendayagunaan sumber 

daya alam dan manusia yang baik tanpa melanggar HAM dan tanpa merusak lingkungan 

dan mata pencaharian penduduk di pulau-pulau kecil. Persoalan anggaran yang tepat 

sasaran merupakan salah satu titik penting dalam siklus pembangunan. Pendekatan hak 

asasi manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil erat kaitannya 
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dengan pemenuhan terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya karena dipenuhi secara 

progresif untuk tercapainya perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh kovenan 

hak ekosob. Tapi, bukan mengesampingkan hak-hak sipol. Kedua topik tersebut, 

bukanlah pilihan melainkan kewajiban.   

 

IV.2. Rekomendasi 

  Secara konkret, KontraS berharap adanya evaluasi dari kegiatan investasi yang 

ada di pulau kecil, baik di sektor pariwisata maupun industri ekstraktif. Hal tersebut dapat 

ditinjau sudah sejauhmana masyarakat mendapatkan manfaat dari kehadiran investasi. 

Pemerintah pusat dan daerah tidak bisa lepas tangan pasca mengeluarkan izin kepada 

investor untuk berinvestasi di pulau kecil. Kasus yang terjadi di Pulau Bangka, Pulau 

Sunut, dan Pulau Romang menunjukkan bahwa implementasi dari peraturan perundang-

undangan yang mendukung kelestarian pulau kecil tidak maksimal sampai di tingkat 

masyarakat. KontraS melihat bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil juga belum mendetail 

persoalan pendekatan pembangunannya. Padahal, tiap pulau memiliki kondisi lingkungan 

biofisik yang khas, sehingga perlu menjadi pertimbangan dalam kajian dan penentuan 

pengelolaannya agar berkelanjutan.  

 Persoalan sistemik di pulau kecil harus segera dijawab oleh negara. Pintu masuk 

yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui 

kegiatan usaha masyarakat dengan peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi, 

transportasi, dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi 

produktif lainnya. Selain itu, penting bagi negara untuk mendukung dan memfasilitasi 

pelestarian struktur kelembagaan adat, mendorong pendokumentasian aturan-aturan dan 

norma-norma adat, dan mengembangkan mata pencaharian alternatif khususnya berbasis 

adat dan budaya. dengan dilakukannya hal tersebut, maka jelas posisi negara mendukung 

konsep membangun dari pinggir. 

 Pemerintah baik di tingkat daerahdan nasional harus juga membahas agenda 

kebijakan publik pulau-pulau kecil dengan kecenderungan isu global, seperti pemerataan 

pelaksanaan agenda Sustainable Development Goals salah satunya. Pengelolaan dan 

pemanfaatan pulau kecil harus didasarkan pada standar hak asasi manusia. Hal ini 

mendorong akuntabilitas negara dalam menegakkan HAM. pertanggungjawaban negara 

dapat dilihat secara transparan dan dapat pula ditagih jika belum dipenuhi. Standar HAM 
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juga memudahkan pemerintah untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalannya 

dalam memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di samping itu, untuk mengukur 

penegakkan hak sipil dan politik, dapat dilihat dari tingkat campur tangan negara terhadap 

aspek-aspek yang masuk ke dalam hak sipol, terutama pelanggaran yang dilakukan oleh 

aparat negara. Begitu juga dengan aspek ekosob, jumlah sekolah yang dibangun, 

pelayanan kesehatan yang mumpuni, dan lain-lain. Dengan menggunakan pendekatan 

dan standar HAM, pemerintah juga dapat menguatkan sejumlah institusi yang 

menunaikan kewajibannya agar lebih melayani dan bertanggung jawab.  

 Hal lain yang tidak kalah penting ialah negara mendorong penerapan Ruggie 

Principles terkait bisnis dan HAM. hal tersebut diharapkan dapat membuka ruang diskusi 

konstruktif pada agenda akuntabilitas kelompok bisnis dan korporasi di isu bisnis dan 

HAM masa depan. Mengacu pada apa yang tertulis di prinsip ruggie, maka sudah 

kewajiban bagi negara untuk melindungi HAM, di mana pemerintah harus melindungi 

individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk bisnis; mendorong 

perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, serta memperluas akses bagi korban 

untuk mendapatkan pemulihan yang efektif jika terjadi pelanggaran HAM, baik melalui 

mekanisme yudisial maupun nonyudisial. 
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